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Salam Redaksi
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Shalom
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan

Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
atas rahmat dan karunia-Nya, Majalah Swantara Edisi 42, September 2022 
telah terbit di tengah-tengah kita.

Tim Redaksi Majalah Swantara terus berupaya maksimal dalam menyajikan 
berbagai informasi pilihan yang disajikan dalam berbagai rubrik. Diharapkan 
berbagai sajian informasi dalam Majalah Swantara ini dapat memberikan 
sudut pandang baru yang membuka wawasan dan pengetahuan pembaca. 

Dalam Laporan Utama, tim redaksi menyajikan informasi mengenai 
penyelenggaraan Jakarta Geopolitical Forum yang mengangkat tema Geo 
Maritime: Chasing the Future of Global Stability (Geo Maritim: Mengejar Masa 
Depan Stabilitas Global) dan dapat menjadi referensi pembaca mengenai geo 
maritim yang menjadi masa depan stabilitas global. 

Pada edisi kali ini, Majalah Swantara juga menyajikan informasi berbagai 
kegiatan yang diselenggarakan Lemhannas RI dalam rubrik Seputar Kita. 
Sementara rubrik profil mengangkat profil salah satu pejabat Lemhannas RI 
dan Pegawai  terbaik dan menjadi teladan di Lemhannas RI. Selain itu, tim 
redaksi juga menyajikan berbagai rubrik seperti Hot News dan Ragam yang 
dapat menjadi pilihan referensi yang dapat menambah khazanah pengetahuan 
bagi pembaca setia Majalah Swantara.

Tim redaksi menyadari bahwa Majalah Swantara masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu, redaksi mengharapkan adanya saran dan 
masukan dari para pembaca, demi eksistensi serta kemajuan karya jurnalistik 
yang disajikan pada edisi-edisi berikutnya. Tim redaksi juga menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam 
membantu terbitnya Majalah Swantara Edisi 42, September 2022. Semoga, 
Majalah Swantara bisa memberikan banyak manfaat serta berkesan di hati 
para pembaca. Homines, dum docent, discunt!

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Om Shanti Shanti Shanti Om
Namo Buddhaya
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Dalam penyelenggaraan Jakarta 
Geopolitical Forum (JGF) VI/2022, 
tema geo maritim menjadi fokus 
dalam forum tahunan yang 

diprakarsai oleh Lemhannas RI. Menghadirkan 
12 narasumber yang berkompeten dari dalam 
dan luar negeri, menjadikan JGF dapat 
memberikan wawasan dan perspektif positif 
dari aspek geo maritim untuk mewujudkan 
stabilitas global. 

Pentingnya geo maritim yang menjadi fokus 
JGF, terlihat dengan melihat adanya penataan 
kembali sebuah tatanan global dimana telah 
terjadi pergeseran kekuasaan oleh bangkitnya 
Tiongkok dan melemahnya supremasi Amerika 
Serikat sehingga menimbulkan implikasi 
secara realitas strategis. Apalagi disisi lain 
terdapat beberapa permasalahan global 
seperti pandemi Covid-19, perubahan iklim 
dan penurunan ekonomi pasca pandemi 
memerlukan solusi yang mendesak dan 
terkoordinasi di tingkat global.

Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto 
saat membuka JGF VI/2022, menyampaikan 

bahwa geopolitik saat ini sudah masuk dalam 
era ke-5, yakni yang terjadi seharusnya adalah 
konektivitas, ketersambungan antara negara-
negara di dunia, pembangunan infrastruktur 
global yang menggabungkan antarnegara 
bahkan antarbenua, serta terciptanya satu 
rantai pasok global. Namun, yang terjadi hari 
ini, konektivitas malah memunculkan patahan-
patahan global. Patahan tersebut muncul 
karena adanya persaingan antarnegara besar 
yang melakukan perang teknologi dan perang 
dagang.  

Selama ini, konsep geopolitik maritim 
lebih sering digunakan untuk perebutan 
kekuasaan. Pada saat yang sama pengabdian 
pada kemanusiaan justru semakin rendah. 
Kekuatan maritim yang dikonfigurasi sejak 
pergantian abad ke-21 telah mengakar 
dalam ketidakamanan ketika posisi revisionis 
Tiongkok mengambil alih tatanan maritim yang 
mapan. Meskipun tanggapan Amerika Serikat 
terlihat gamang untuk bagaimana setiap 
pemangku kepentingan regional mengelola 
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dan mengatasi permasalahan yang muncul 
dari politik kekuatan maritim dan keamanan 
politik di ruang yang diperebutkan.

Persaingan Tiongkok dan Amerika Serikat di 
tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi 
Covid-19, telah menegaskan terjadinya 
pergeseran dari globalisasi ke arah 
nasionalisme ekonomi. Persaingan dari kedua 
negara tersebut dianggap banyak pengamat 
sebagai perang dingin baru yang dapat 
mengakibatkan ketidakstabilan dan keresahan 
global.

Hegemoni global dari supremasi Amerika 
Serikat, kini terganggu oleh kebijakan 
luar negeri multipolar Tiongkok, sehingga 
mengakibatkan Amerika Serikat melabelinya 
sebagai pesaing strategis. Dengan demikian, 
risiko geopolitik, terutama hubungan 
konfrontatif Tiongkok dengan Amerika Serikat, 
kini malah mendorong perspektif jangka 
menengah Tiongkok yang mempengaruhi 
hubungan ekonomi kedua negara yang masih 
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penting, baik dalam perdagangan maupun 
investasi. Saat ini pun, sumber daya laut 
menjadi faktor penentu yang sangat penting 
dan menjadi elemen yang sangat dikejar 
dalam ekonomi biru maritim untuk menunjang 
pasokan pangan dan stabilitas energi.

Di luar ekonomi dan perdagangan, AS 
meningkatkan langkah-langkah untuk 
menahan China, tetapi itu tidak sepenuhnya 
tidak terduga, terutama yang menyangkut sisi 
teknologi. Faktanya, AS telah meningkatkan 
pengawasan melalui kontrol ekspor yang lebih 
ketat, terutama setelah China mengumumkan 
adopsi Made in China 2025. Rencana 
jangka panjang ini semakin memperjelas 
bahwa China akan secara agresif mengejar 
peningkatan teknologi yang cepat dan tujuan 
yang ambisius dalam hal mensubstitusi impor 
utama dengan komponen dalam negeri. 
Dengan latar belakang tersebut, transfer 
teknologi semakin dibatasi oleh pengetatan 
kontrol ekspor terhadap produk-produk 
berteknologi tinggi. Pada gilirannya, China 
baru-baru ini memperkenalkan lisensi ekspor 
untuk teknologi utama, seperti kecerdasan 
buatan. Perang tekno maritim mungkin akan 
terjadi ketika dua negara adidaya melonjak.

Karena persaingan kekuatan tetap pada isu-
isu terkait maritim, masa depan geo-maritim 

sangat relevan. Sistem global yang didorong 
oleh kepentingan hegemonik di era transisi 
perdagangan dan ekonomi telah memajukan 
teknologi untuk memperebutkan kekuasaan, 
ditantang oleh munculnya negara-negara 
kontra-hegemonik. Inilah yang menjadi 
pertanyaannya yaitu bagaimana menavigasi 
geopolitik maritim sebagai modalitas prasyarat 
untuk membangun stabilitas global di dunia 
yang aman dan sejahtera.

Pertahanan dan Keamanan Maritim dalam 
Ketidakpastian Yang Dinamis.

Munculnya persaingan antara kekuatan 
revisionis (Tiongkok) dan status quo 
(supremasi Amerika Serikat) di masa transisi 
hegemonik telah membatasi fokus pada 
kekuatan laut dan strategi Angkatan Laut. 
Ketidakpastian dinamis yang terjadi diwarnai 
adanya ancaman kekuatan militer yang 
semakin menonjol Ketika ruang maritim tidak 
memiliki tatanan maritim atau tata kelola laut 
yang kuat.

Dr. Collin Koh Swee Lean yang merupakan 
Research Fellow di S. Rajaratnam School of 
International Studies Singapore menyatakan 
dampak krisis yang melanda dunia dan 
pandemi Covid-19 terjadi pergeseran fokus 
anggaran dari pengembangan militer dan 

alutsista menjadi fokus pada aspek sosio-
ekonomi negara. Menurutnya, pengurangan 
anggaran di sektor militer di negara-
negara kawasan Asia Tenggara cenderung 
mencemaskan karena kondisi rata-rata kapal 
perang Angkatan Laut di kawasan tersebut 
telah berusia tua.

Collin Koh Swee Lean sendiri melihat bahwa 
koordinasi dan kerja sama antar agensi 
keamanan seperti Angkatan Laut dan 
Coast Guard atau penjaga pantai sangat 
dibutuhkan. Ditengah-tengah pengurangan 
anggaran, kedua agensi tersebut harusnya 
bisa menguatkan kerja sama untuk mengatasi 
ancaman keamanan maritim.”Kita punya 
contoh kerja sama wilayah dalam bidang 
keamanan maritim yaitu seperti Malacca Strait 
Patrol dan Sulu Sea Trilateral Cooperative 
Arrangement yang saya lihat sebagai sebuah 
kerja sama maritim di Asia Tenggara yang 
sangat cerdas. Saya sangat mendorong 
adanya kerja sama maritim seperti ini di 
negara intra ASEAN dan bekerja sama 
dengan extra regional power,” pungkasnya.

Sementara Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. 
Marsetio, S.I.P., M.M., menilai bahwa ramalan 
terjadinya pergeseran kekuatan maritim 
Tiongkok perlahan dapat terjadi. Secara 
bertahap hingga tahun 2030 mendatang, 
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menurutnya juga akan terjadi pergeseran di 
bidang ekonomi dan dikuasai oleh negara-
negara dengan geopolitik dan geo maritim 
yang kuat seperti Tiongkok, India, Amerika 
Serikat dan Indonesia.

“Kalau kita melihat sebuah situasi geopolitik 
di kawasan, kita akan melihat bagaimana 
kebangkitan di negara negara di Asia Pasifik, 
kebangkitan Tiongkok. Pada tahun 2030, 
sekarang sudah secara bertahap bahwa 
Tiongkok nanti akan memimpin dunia ini, 
kemudian yang kedua India, kemudian 
Amerika Serikat dan Indonesia,” kata Prof. 
Marsetio.

Director of International Security Program 
of Lowy Institute Sam Roggeveen melihat 
bahwa dalam 30 tahun terakhir, terjadi 
perubahan besar dalam tatanan strategis 
Asia yaitu runtuhnya Uni Soviet, bangkitnya 
Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dan 
strategi, dan Korea Utara sebagai kekuatan 
nuklir baru yang memiliki kemampuan untuk 
mendeklarasikan perang ke target manapun. 
Ketiga faktor inilah yang menurutnya mewakili 
transformasi lengkap atas tatanan strategis 
Asia. “Di periode tersebut, sikap militer 
Amerika di Asia tidak berubah. Jumlah 
pasukan di Korea dan Jepang berubah sedikit, 
tapi secara umum, tetap sama,” ungkapnya. 

Sam Roggeveen menilai bahwa Amerika 
Serikat akan tetap memiliki kekuatan militer 
di Asia untuk menekan penyebaran prospek 
nuklir. “Sangat masuk akal jika Amerika 
meninggalkan Asia secara militer, Jepang 
akan mengembangkan pencegah nuklir 
independen. Dan jika Jepang melakukan itu, 
Korea Selatan juga akan melakukan hal yang 
sama. Australia juga akan mengembangkan 
pencegah nuklir independen jika sudah 
tidak bisa mengandalkan pencegah nuklir 
dari Amerika dan akhirnya jika itu terjadi, 
maka Indonesia juga akan mengembangkan 
pencegah nuklir independen,” jelasnya. 

Menanggapi adanya pendapat bahwa Amerika 
Serikat menjadi aman maka Asia harus aman, 
Sam Roggeveen mengatakan pendapat itu 
tidak benar. “Kenyataannya, Amerika Serikat 
sangat kuat, dan itu adalah satu alasan 
mengapa Amerika Serikat memilih untuk tidak 
berkompetisi dengan Tiongkok,” jelasnya. 

Sementara itu, menyinggung kesempatan 
yang dimiliki Indonesia, Andi Widjajanto 

menyampaikan bahwa kuncinya adalah 
menguasai teknologi untuk menjadi sea power 
atau maritime power ke depan. Angkatan 
laut sudah tidak bisa lagi memikirkan 
Maritime Instrument, Maritime Capability, 
dan Maritime Technology. “Angkatan laut 
sudah tidak bisa lagi memikirkan Maritime 
Instrument, Maritime Capability, dan Maritime 
Technology.” Angkatan Laut tidak bisa lagi 
memikirkan maritime instrument, maritime 
capability, maritime technology. Begitu sudah 
memikirkan maritime capacity, untuk era 
supply chain dan connectivity. Tiga itu harus 
nyambung, maritime, digital, dan space. 
Tanpa mengintegrasikan tiga itu kita tidak 
akan memiliki Maritime Capacity yang kuat,” 
jelasnya.

Ekonomi Politik Geo Maritim: Menghasilkan 
Pertumbuhan, Mempertahankan Sumber 
Daya, Dan Memperoleh Kekuasaan.

Kunci dominasi global saat ini, penguasaan 
jalur laut untuk perdagangan dengan 
kemenangan pertempuran sumber daya 
menjadi sebuah hipotesis yang mungkin 
menjadi spekulatif ketika terjadi pergeseran 
kekuatan ekonomi untuk mengambil alih 
keamanan maritim, atau kecemasan atas 
kontradiksi antara distribusi kekayaan dan 
distribusi tenaga. Sumber daya pangan dan 
energi berbasis laut menjadi sangat kuat 
dalam mengakses kapasitas pertumbuhan, 
tetapi cukup kompleks dalam keberlanjutan.

Senior International Defense Researcher 
di RAND Corporation, Timothy R. Heath, 
Ph.D., mengatakan bahwa negara-
negara berkembang di Asia membutuhkan 
infrastruktur yang besar. Namun, dana 
yang dimiliki tidak cukup untuk modernisasi 
infrastruktur yang dibutuhkan, termasuk 
infrastruktur pelabuhan dan perdagangan 
laut. Padahal, Asia Pasifik atau Indo Pasifik 
diharapkan dapat memegang peranan penting 
di masa depan ekonomi global. “Banyak yang 
memperkirakan bahwa Indo Pasifik akan 
memberikan sekitar 50 persen dari GDP dunia 
pada 2050,” katanya.

Sebagian besar populasi urban di dunia, 
sekitar setengahnya berada di Asia Pasifik. 
Kemudian populasi usia kerja di Asia pada 
tahun 2040 diperkirakan mencapai 3 hingga 
4 miliar orang, dibandingkan dengan Eropa 
yang diperkirakan hanya setengah miliar 
orang dan Amerika Serikat sekitar 300 juta 

orang. Hal ini menunjukkan potensi ekonomi 
di Asia sangat besar. “Untuk mewujudkan 
potensi ini, ekonomi politik maritim akan 
memegang peranan yang sangat penting dan 
perkapalan menyumbang sebagian besar 
kegiatan perdagangan ekonomi,” kata Timothy 
R. Heath. Ia juga menyebutkan bahwa saat ini 
sekitar 80 persen perdagangan global terjadi 
melalui laut dan perkapalan menjadi layanan 
yang sangat diminati.

Sementara, Senior Fellow of CSIS Philips J. 
Vermonte, Ph.D. menegaskan bahwa Ekonomi 
Biru merupakan bagian penting bagi ekonomi 
terutama bagi negara-negara di Asia Timur 
dan Asia Tenggara. Laut di Asia Tenggara 
adalah rumah bagi 80 persen akuakultur 
dunia, 60 persen perikanan tangkap dunia, 
dan memegang 90 persen perdagangan 
global yang dilakukan melalui pelayaran. 
Menurutnya, ekonomi laut atau ekonomi 
biru bernilai lebih dari 20 persen dari PDB-
nya. Mengingat pentingnya ekonomi laut 
bagi negara-negara seperti Indonesia, maka 
penting untuk menjaga keamanan laut, karena 
laut merupakan tempat mata pencaharian dan 
kelangsungan hidup. 

“Berbicara tentang maritim memang tidak 
hanya melihat tentang politik tingkat tinggi atau 
ketegangan geopolitik dan sebagainya, tetapi 
juga melihat bahwa laut merupakan mata 
pencaharian warga kita yang sebagian besar 
sangat bergantung pada laut,” jelasnya.

The CEO of Geopolitical Risk Consultancy 
the Cognoscenti Dr. Alan Dupont sendiri 
melihat bahwa Wilayah maritim berperan 
sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, 
kestabilan politik, dan kemampuan strategis di 
Asia Pasifik. Apalagi komoditas perdagangan 
termasuk energi berlangsung di lautan, 
sehingga laut menjadi jalur yang sangat 
penting untuk perdagangan. 

Menurutnya, ketika kekuatan ekonomi 
Asia mengalami pertumbuhan, maka 
bidang perdagangan juga akan mengalami 
pertumbuhan dan sebagian besar berlangsung 
di lautan, bukan daratan. “Itu bukan berarti 
tidak ada kegiatan perdagangan di laut, 
kenyataannya ada. Ada juga beberapa 
konflik yang terjadi di lautan. Tapi utamanya, 
perkembangan wilayah yang baik maupun 
yang buruk terjadi di darat,” jelas Alan Dupont. 

Menyinggung masalah keamanan regional, 
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Alan Dupont menjelaskan bahwa penyebab 
utamanya bukanlah karena persaingan 
Tiongkok dan Amerika Serikat yang semakin 
memanas. “Meskipun kompetisi kekuatan 
besar dari persaingan tiongkok dan Amerika 
Serikat semakin parah, hal ini bukan penyebab 
utama permasalahan keamanan regional. 
Penyebab utama permasalahan keamanan 
regional adalah di lingkungan regional itu 
sendiri, dari negara-negara di wilayah itu. Dan 
menurut saya, hal ini berhubungan dengan 
ketegasan Tiongkok dalam memajukan 
kepentingan di wilayah ini untuk menjadi 
negara besar kembali,” ujarnya.

Sedangkan Deputy Head of the Centre for 
Comprehensive European and International 
Studies, Higher School of Economics Dr. 
Alexander Korolev, Associate Professor 
menyatakan bahwa dinamika pergolakan di 
Laut China Selatan yang melibatkan beberapa 
negara, tetap ada ruang untuk membangun 
kerja sama antara negara-negara tersebut. “Di 
samping semua titik pergolakan di Laut China 
Selatan khususnya antara Tiongkok dengan 
Filipina atau Tiongkok dengan Vietnam, kita 
bisa melihat bahwa masih ada ruang untuk 
kerja sama terutama untuk isu pembangunan 
berkelanjutan di wilayah tersebut,” katanya. 

Dr. Alexander Korolev mencontohkan kerja 
sama antara Filipina dan Tiongkok, beberapa 
prasyarat untuk terciptanya kerjasama 
antar negara di Laut China Selatan, 
diantaranya keterlibatan sektor swasta, 
pengaturan manajemen yang adil dengan 
mempertimbangkan norma dan praktik untuk 
keberlanjutan lingkungan seperti pengurangan 
polusi laut, serta melibatkan nelayan dan 
masyarakat pesisir yang menjadi peran 
penting dalam menyelaraskan pihak swasta 
yang terlibat. “Dalam konteks eksplorasi migas 
bersama, tata kelola kelautan lintas sektoral 
adalah kerangka kerja multi-faceted dimana 
berbagai pemangku kepentingan menjalankan 
peran yang berbeda dan kritis dalam 
mengelola dan mengatur kegiatan migas lepas 
pantai, secara langsung dan tidak langsung,” 
jelasnya.

Menurutnya, perusahaan minyak dan gas, 
asosiasi bisnis, dan organisasi standar 
menawarkan keahlian teknis yang relevan, 
pengalaman operasi, praktik terbaik, dan 
standar untuk membantu membentuk norma 
tata kelola. “Keterlibatan sektor swasta 

seperti perusahaan minyak dalam upaya 
multisektoral untuk memperkuat pengelolaan 
dan pembagian sumber daya sangat penting 
untuk menyelaraskan insentif dan memastikan 
kepatuhan lingkungan,” sambung Dr. Korolev.

Dr. Alexander Korolev juga menekankan 
mengenai aspek sustainability dimana 
kepatuhan berbagai pihak yang terlibat 
dalam menjaga lingkungan. Keterlibatan 
sektor swasta seperti perusahaan minyak 
dalam upaya multisektoral untuk memperkuat 
pengelolaan dan pembagian sumber daya 
sangat penting untuk menyelaraskan insentif 
dan memastikan kepatuhan lingkungan. Di 
Samudra Arktik, misalnya, telah ada kegiatan 
bersama di antara konsorsium perusahaan 
tentang teknologi respons tumpahan minyak 
dan saling membantu dalam kemampuan 
respons. Kepatuhan dalam menjaga 
lingkungan ini juga menjadi norma penting 
yang harus dipatuhi oleh Tiongkok dan 
Filipina.

Memajukan Teknologi Maritim dalam 
Konteks Geostrategis.

Evolusi teknologi pada ruang maritim 
membawa perspektif baru tentang peluang 
dan ancaman. Kemajuan teknologi maritim 
yang dikembangkan oleh Tiongkok dalam 
beberapa tahun terakhir telah menimbulkan 
kekhawatiran Amerika Serikat terutama 
pada hal yang berimplikasi pada daya saing 
ekonomi. 

Beberapa tahun ke depan, persaingan maritim 
di dunia diprediksi semakin memanas. Hal ini 
disebabkan sistem internasional dihadapkan 
pada dinamika yang terjadi seperti pandemi, 
krisis iklim, hutang yang meningkat, resesi 
ekonomi global, pangan, energi, dan 
keamanan yang terjadi di berbagai belahan 
dunia.

Senior Fellow and the Michael H. Armacost 
Chair in the Foreign Policy Program at 
Brookings Institute, Ryan Hass mengatakan 
bahwa berbagai tantangan dinamika yang ada 
akan diperparah dengan kompetisi yang makin 
memanas diantara dua negara kekuatan besar 
saat ini, Tiongkok dan Amerika Serikat.

Menurut Ryan Hass, ada beberapa hal 
yang membuatnya memprediksi persaingan 
pada ruang maritim semakin memanas 
yaitu investasi Tiongkok untuk membangun 

kekuatan Angkatan Laut yang besar, Teknologi 
maritim terbaru yang dikembangkan Tiongkok, 
membangun serangkaian pangkalan Angkatan 
Laut, dan kerja sama Angkatan Laut Tiongkok 
dan Rusia.

Sementara menurut Tenaga Profesional 
Bidang Sumber Kekayaan Alam dan 
Ketahanan Nasional Lemhannas RI Prof. 
Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A, teknologi 
menjadi faktor penting dalam penentu peta 
lanskap geopolitik global selanjutnya. Lebih 
lanjut, Ia menyebutkan bahwa setelah 
pandemi Covid-19 dan perang dagang (war 
trade), trend dunia selanjutnya adalah rivalitas 
teknologi antar negara. “Teknologi disatu 
sisi akan meningkatkan kenyamanan bagi 
manusia, tapi di sisi lain, akan menjadi alat 
politik untuk hegemoni,” jelasnya.

Gap teknologi tersebut menjadi faktor paling 
berpengaruh dalam lanskap geopolitik dan 
perubahan geopolitik. “Jadi analisis kami, 
bahwa negara-negara terbelakang dan 
negara-negara berkembang sekarang sangat 
bergantung pada teknologi dari negara-negara 
maju,” lanjut Prof. Dadan Umar Daihani. Hal 
ini berarti jarak yang semakin melebar antara 
komunikasi transnasional dan resistensi yang 
tumbuh dari negara bangsa memberikan 
kesempatan untuk tumbuhnya geopolitik baru.

Dadan Umar Daihani juga melihat bahwa 
perkembangan teknologi maju bukan satu-
satunya faktor yang membentuk dunia, tapi 
teknologi ini mengubah bagaimana cara 
kita melihat dunia. Teknologi mengubah 
bagaimana umat manusia mengubah sistem 
perekonomian seperti cryptocurrency, 
dan juga mempengaruhi cara bagaimana 
mendorong inovasi. “Semua faktor ini 
memberikan dampak pada geopolitik 2022 dan 
selanjutnya,” tegasnya.

Kemudian Vice Rector for Research and 
Technology Transfer BINUS University 
Prof. Tirta Nugraha Mursitama, Ph.D. juga 
menegaskan bahwa geopolitik tidak hanya 
geografi, kekuasaan, politik, tetapi teknologi. 
Menurutnya, teknologi telah berkembang 
sangat diperlukan untuk hubungan 
internasional saat ini. Dari sudut pandang 
batas waktu (time-bound). Geopolitik dan 
geostrategi hanyalah kelanjutan dari peristiwa 
yang telah terjadi sebelumnya, terjadi secara 
simultan atau kronologis.
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Kemajuan teknologi digital, jelas Prof. Tirta 
Nugraha Mursitama, akan menciptakan 
teritori digital seperti kemajuan Geographic 
Information System, penginderaan jauh 
dan teknologi lainnya, pembelajaran mesin 
kecerdasan buatan, dan juga teknologi 
blockchain. Selain itu, juga terdapat dunia 
Metaverse. “Kita tidak tahu apakah ada 
bentuk kedaulatan baru di sana. Siapa aktor 
internasional di sana, dan apakah aktor 
negara masih ada atau masih relevan,” 
ujarnya terkait dunia Metaverse.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua 
Bidang Hankam IKAL Strategic Studies R.M. 
Wibawanto Nugroho Widodo, S.E., M.A., M.A., 
War College Dip., M.P.P., Ph.D. mengatakan 
bahwa pada dasarnya apa yang kita hadapi 
sekarang sebagai disruptive, suatu saat 
akan menjadi teknologi umum yang akan kita 
gunakan sehari-hari. “Jadi ketika kita berbicara 
tentang teknologi maka kita harus memiliki 
pemikiran yang berorientasi ke masa depan, 
out of the box. Dan itulah mengapa aset 
manusia sangat penting dan kita tidak bisa 
mengesampingkannya,” tuturnya.

Menurut Wibawanto Nugroho Widodo, 
manusia harus dapat menggabungkan 
teknologi yang bermunculan dengan 
domain maritime serta bagaimana 
manusia mengembangkan teknologi serta 
memanfaatkan yang ada. “Kita harus 
berpikir benar tentang pemikiran itu dengan 
pemikiran berorientasi masa depan, dan 
menggunakannya untuk mengembangkan 
domain maritim kita,” jelasnya.

Ada beberapa kunci utama menurut 
Wibawanto Nugroho Widodo yang harus 
dipelajari bersama, Pertama, di masa depan, 
kepemimpinan strategis domain maritim kita 
harus memahami kosakata dan konsep di 
balik teknologi yang muncul dan berpotensi 
mengganggu seperti kecerdasan buatan, 
kemudian machine learning, dan dampak 
dari dinamika di bidang maritim. Kedua, 
kepemimpinan strategis domain maritim 
ke depan harus memahami aplikasi dan 
kemampuan saat ini dan potensi masa depan. 

“Oleh karena itu, kita harus terbiasa dengan 
inovasi dan kepemimpinan melalui perubahan, 
di mana pemimpin strategis masa depan 
kita dapat mengantisipasi dan memimpin 
adaptasi dan inovasi yang cepat selama 

periode dinamis dalam peperangan di bawah 
persaingan global, politik kekuatan besar, dan 
teknologi yang mengganggu,” jelasnya.

Indonesia dan Geo Maritim Menuju 
Stabilitas Global

Pergeseran kekuatan dan hegemoni dari 
Amerika Serikat ke Tiongkok menjadi 
tantangan tersendiri terhadap dinamika 
stabilitas global secara menyeluruh. Di era 
Geo V saat ini, adanya Dominasi kekuatan di 
militer dalam perang dingin baru antara dua 
kekuatan besar dalam strategi campuran oleh 
proxy pada konektivitas dan rantai pasokan.

“Menurut saya ini akan mengesampingkan 
kerangka internasional hukum dan ketertiban 
serta perdamaian antar negara yang dapat 
mengancam kemerdekaan, kedaulatan, 
dan integritas wilayah semua negara,” jelas 
Direktur Pengkajian Ideologi dan Politik 
Debidjianstrat Lemhannas RI Drs. Berlian 
Helmy, M.Ec. saat memberikan kesimpulan 
forum Jakarta Geopolitical Forum ke-6.

Maritim telah muncul sebagai ruang 
persaingan antara kekuatan-kekuatan besar. 
Proyeksi kekuatan yang berlebihan dapat 
memicu berbagai persoalan yang tidak dapat 
dihindari, bahkan ini menjadi tantangan ketika 
banyak negara tengah menjaga stabilitas 
dalam negerinya.

Lingkup maritim kini telah menjadi titik 
kebangkitan geopolitik kontemporer. 
Konektivitas dunia melalui maritim akan 
berada di tengah risiko persaingan teknologi 
dan ekonomi Tiongkok dan Amerika 
Serikat terhadap aliran rantai pasok global. 
Ambiguitas strategis dari konteks konektivitas 
yang berlawanan pun berpotensi merusak 
ketahanan rantai pasokan global. “Namun, 
yang dapat kami lakukan untuk membuang 
semua ini adalah dengan memastikan bahwa 
rantai pasokan terpercaya harus terus bekerja 
dengan kerja sama Fungsional,” jelas Berlian 
Helmy.

Menurut Berlian Helmy, dalam menyesuaikan 
kompleksitas dinamika geopolitik, perlu 
dijalankan dalam waktu yang bersamaan untuk 
mencapai stabilitas dengan mengintegrasikan 
teknologi sistem maritim, digital, dan luar 
angkasa sebagai alat pengendali geopolitik. 
“Sangat penting bagi kekuatan raksasa 
teknologi dari integrasi semacam itu dalam 

aplikasi untuk mencoba resolusi lanjutan 
dari potensi konflik.menempatkan cara kerja 
tersebut dapat memunculkan oembangkit 
kekuatan komitmen bersama untuk memenuhi 
kebutuhan pertahanan dan keamanan di dunia 
digital yang saling terkait,” sambungnya.

Untuk itu, dalam menciptakan keseimbangan 
institusi regional yang eksklusif, ASEAN harus 
diperkuat dengan pengamanan yang lebih 
kooperatif atau perimbangan kelembagaan 
yang inklusif. ASEAN harus menekankan 
pada dialog yang lebih aktif tentang langkah-
langkah membangun kepercayaan pada 
diplomasi pencegahan pada konflik yang 
dihasilkan dengan cara damai.

Dalam konteks proses pembangunan ekonomi 
yang berkelanjutan, dibutuhkan kepercayaan 
bahwa semua dapat saling mengandalkan 
dalam konteks saling ketergantungan yang 
kompleks. Dunia menjadi semakin bergantung 
dalam era informasi digital. Mekanisme dan 
proses yang mendasari yang memfasilitasi 
pemahaman kontekstual dari isu–isu geopolitik 
maritim yang berkembang menjaga integritas 
asumsi saling ketergantungan yang kompleks, 
menambahkan pemahaman tentang sifat 
konten seiring dengan pembangunan 
berkelanjutan.

Menyikapi hal tersebut, Indonesia perlu 
menjajaki bagaimana kerangka ekonomi 
Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok dan 
Indo-Pasifik Amerika Serikat dapat bekerja 
sama dengan Poros Maritim Dunia Indonesia. 
Untuk itu, perlu adanya pemikiran yang 
mengarahkan pada stabilitas global. Namun 
dalam konteks geopolitik, geo maritim tidak 
boleh dibingkai dalam konteks geopolitik 
selama ada kecenderungan tatanan global 
baru yang mengarah ke pengembangan 
penguasaan teknologi kapal selam militer.

Hal ini merupakan pilihan bagi Indonesia 
dalam menghadapi ketidakpastian dinamika 
geo maritim global. Indonesia harus perlu 
berperan aktif dalam menyeimbangkan 
kekuatan Tiongkok dan Amerika Serikat 
dengan memperkuat upaya diplomatik agar 
terhindar dari risiko ketidakstabilan geopolitik 
global.

Sumber: Jakarta Geopolitical Forum 
VI/2022
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Prof. Marsetio sampaikan 
Prediksi Kebangkitan 

Tiongkok sebagai Penguasa 
Maritim

SEPUTAR KITA

Salah satu narasumber di sesi I 
“Maritime Defense and Security 
in Dynamic Uncertainties” pada 
Jakarta Geopolitical Forum 

Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio, 
S.I.P., M.M. mengatakan ramalan kebangkitan 
Tiongkok sebagai penguasa maritim mulai 
terbukti. Hal ini berdampak pada pergeseran 
kekuatan maritim yang sebelumnya dikuasai 
oleh macan-macan Asia seperti Korea dan 
Jepang. Namun secara bertahap hingga tahun 
2030 mendatang, akan terjadi pergeseran di 
bidang ekonomi. Di era tersebut, lanjutnya, 
akan dikuasai oleh negara-negara dengan 
geopolitik dan geo maritim yang kuat seperti 

Tiongkok yang selanjutnya disusul oleh India, 
Amerika Serikat dan Indonesia.

“Kalau kita melihat sebuah situasi geopolitik 
di kawasan, kita akan melihat bagaimana 
kebangkitan di negara negara di Asia 
Pasifik, kebangkitan Tiongkok. Pada tahun 
2030, sekarang sudah secara bertahap 
bahwa Tiongkok nanti akan me-lead dunia 
ini, kemudian yang kedua India, kemudian 
Amerika Serikat dan Indonesia,” kata Prof. 
Marsetio.

Para pakar di tahun 2010 sudah meramalkan 
bahwa tahun 2024 tahun 2025 seluruh dunia 
akan dikuasai oleh Tiongkok. Ada beberapa 
indikasi yang disebutkan oleh mantan 
Kepala Staf Angkatan Laut tersebut, yaitu 
armada Tiongkok yang menguasai dunia dan 
pergeseran pusat ekonomi.

“Indikasinya sekarang kita dapat melihat 
bahwa istilah maritime strike yang 

sebenarnya sudah ada sejak abad 
9, dimana saat itu kekuatan-

kekuatan armada Tiongkok 
telah menguasai dunia. 
Sekarang pun juga telah 

terbukti bagaimana 
Tiongkok ingin menguasai 
dunia yang mengakibatkan 

pergeseran pusat-pusat ekonomi yang 
sebelumnya di barat, kini bergeser ke timur 
seperti Asia Pasifik,” jelas Prof. Marsetio.

Ia melanjutkan, ramalan-ramalan, prediksi-
prediksi, dan analisa-analisa para pakar pada 
tahun 2030 Tiongkok sebagai penguasa dunia 
sudah mulai terlihat. Hal ini berdampak pada 
memanasnya suasana di Laut Cina Selatan 
karena Amerika Serikat membentuk US 
Indo Pacom yang merupakan tandingan dari 
konsep OBOR (One Belt One Road) millik 
Tiongkok.  

“Hegemoni di Laut Cina Selatan, kini 
suasananya semakin memanas sejak 
Amerika Serikat merasa terganggu dengan 
keberadaan konsep OBOR dengan melakukan 
perubahan Pacom menjadi US Indo Pacom 
pada tahun 2018. Hal ini juga merupakan 
jawaban Amerika Serikat terhadap perubahan 
konsep BRI oleh China pada 2017 dengan 
membentuk US Indo Pacom yang menyatukan 
armada ke-5 dengan armada ke-7 untuk 
mempertahankan hegemoni Amerika di Laut 
China Selatan,” lanjut Prof. Marsetio.

Menyikapi hal tersebut, Prof. Marsetio menilai 
langkah Indonesia sudah tepat dengan 
menempatkan kekuatan diplomasi dan budaya 
maritim untuk menjadikan Indonesia sebagai 
kekuatan maritim dunia melalui lima pilar.

“Situasi tersebut, kita dapat melihat bagaimana 
peran Indonesia dan Pak Jokowi sebagai 
Presiden. Di era pemerintahan pertamanya, 
beliau menyampaikan untuk membawa 
Indonesia menjadi negara maritim yang 
besar dengan berlandaskan pada lima pilar 
yaitu pemahaman tentang budaya maritim, 
pemahaman tentang memanfaatkan sumber 
daya maritim, interconnectivity, diplomasi 
maritim, dan pertahanan maritim. Inilah yang 
menjadi landasan bagaimana pertahanan 
maritim perlu ditunjukkan kepada ASEAN 
maupun dunia,” pungkas Prof. Marsetio.

12 | Swantara | EDISI 42/September 2022 
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Salah satu pembicara dalam Jakarta 
Geopolitical Forum ke-6 pada sesi 
I “Maritime Defense and Security in 
Dynamic Uncertainties”, Dr. Collin 

Koh Swee Lean yang merupakan Research 
Fellow di S. Rajaratnam School of Internation-
al Studies Singapore menyatakan dampak 
krisis yang melanda dunia dan Pandemi Cov-
id-19 terjadi pergeseran fokus anggaran dari 
pengembangan militer dan alutsista menjadi 
fokus pada aspek sosio-ekonomi negara. 

“Trend yang akan terjadi kedepan justru fiscal 
austerity yang berarti pemerintah di Asia Teng-
gara akan lebih fokus pada sosio-ekonomi. Ini 
berarti angkatan laut akan mengalami pengu-
rangan alokasi anggaran tidak hanya untuk 
alokasi anggaran operasi militer harian namun 
juga anggaran untuk melakukan akuisisi baru,” 
jelas Collin Koh Swee Lean.

Dalam situasi fiscal austerity atau kondisi 
dalam masa penghematan fiskal, banyak 
kekuatan maritim Asia Tenggara harus puas 
dengan dana yang ada, setelah pembiayaan 
untuk aspek sosio-ekonomi negara. Anggaran 
yang ada digunakan untuk pemeliharaan aset 
yang ada dan mendukung operasi rutin masa 
damai. Collin Koh Swee Lean juga menjelas-
kan bahwa program akuisisi besar-besaran 
pada pasca-pandemi baru tidak akan lagi 
datang, dan sangat tergantung pada berapa 

Wamenkumham:Dr. Collin Koh Swee Ungkap Pentingnya Kerja Sama 
Maritim di Asia Tenggara

lama kesulitan sosial ekonomi saat ini bera-
khir.

Pengurangan anggaran di sektor militer, 
menurut Collin Koh Swee Lean, di nega-
ra-negara kawasan Asia Tenggara cenderung 
mencemaskan karena kondisi rata-rata kapal 
perang angkatan laut di kawasan tersebut 
berusia sudah tua.

“Pengurangan anggaran ini mencemaskan 
karena rata-rata kapal perang angkatan laut 
di Asia Tenggara diproduksi akhir tahun 90-an 
dan berusia hampir 40 tahun dan rata-rata 
dapat digunakan hingga umur 50 tahun den-
gan perawatan yang baik. Jika tidak dirawat 
dengan baik, maka akan menimbulkan masa-
lah operasional dan isu keselamatan, tapi tidak 
semua negara bisa melakukan akuisisi selama 
dua tahun terakhir,” lanjut Collin Koh Swee 
Lean.

Selain hal di atas, peneliti di RSIS itu juga 
menyoroti ada tiga hal yang menjadi penga-
matannya selama beberapa tahun terakhir, 
yaitu fokus negara-negara pada isu non-tra-
disional, kekalahan negara-negara kecil, serta 
kerugian global akibat perang.

“Ada tiga pembelajaran yang dapat kita ambil 
yaitu di tahun-tahun sebelumnya, kita disibuk-
kan dengan isu-isu yang nontradisional yang 

dikenal dengan greyzone challenges. Perang 
ukraina sejak enam bulan lalu menunjukan 
bahwa terjadinya two scale conventional war 
masih sangat mungkin,” ujar Dr. Collin Koh 
Swee Lean.

Hal kedua selanjutnya adalah pengamatan 
dirinya tentang perang Ukraina, yaitu dengan 
dukungan yang memadai, dengan senjata 
yang memadai dan juga kepemimpinan yang 
memadai, sangat memungkinkan untuk pihak 
yang lebih lemah untuk gagal di medan perang 
melawan pihak yang lebih kuat. “Bagi nega-
ra-negara Asia Tenggara sebagai pihak yang 
lebih kecil dan lemah di domain maritim, kami 
masih dapat mengalami kegagalan jika meng-
hadapi situasi yang sama melawan pihak yang 
lebih kuat. Hal ini yang membuat angkatan 
laut harus lebih memperhatikan hal tersebut,” 
lanjut Collin Koh Swee Lean.

Pengamatan ketiga adalah perang ini tidak ha-
nya berdampak pada Rusia dan Ukraina, tapi 
juga komunitas global. Selain itu juga adanya 
krisis energi dan ekonomi yang sedang kita 
hadapi saat ini. “Tiga pembelajaran inilah 
yang saya lihat saat ini menjadi starting point 
pemahaman kita tentang bagaimana melihat 
kecenderungan di masa depan bagi prospek 
pertahanan dan keamanan maritim Asia Teng-
gara,” kata Collin Koh Swee Lean.

Di akhir paparannya, Collin Koh Swee 
Lean menyimpulkan bahwa koordinasi dan 
kerja sama antar agensi keamanan seperti 
angkatan laut dan coast guard atau penjaga 
pantai sangat dibutuhkan. Ditengah-tengah 
pengurangan anggaran, kedua agensi tersebut 
harusnya bisa menguatkan kerja sama untuk 
mengatasi ancaman keamanan maritime.”Kita 
punya contoh kerja sama wilayah dalam bi-
dang keamanan maritim yaitu seperti malacca 
strait patrol dan sulu sea trilateral cooperative 
arrangement yang saya lihat sebagai sebuah 
kerja sama maritim di asia tenggara yang san-
gat cerdas. Saya sangat mendorong adanya 
kerja sama maritim seperti ini di negara intra 
asean dan bekerja sama dengan extra region-
al power,” pungkasnya.
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Sumber: Orasi Ilmiah HUT Ke-57 Lemhannas RI

“Hari ini kita masuk mestinya ke era 5, era 
5 ketika kita berbicara tentang konek-
tivitas, kita bicara tentang  infrastruktur 
global, kita bicara tentang rantai pasok 

global, yang dibicarakan tidak lagi land power, 
sea power, air power, tapi yang kita bicarakan 
sudah kompleks sistem yang membutuhkan 
teknologi kombinasi dari maritime, digital, sib-
er, dan space yang semua harus bebarengan,” 
ujar Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto 
saat menjadi narasumber di Jakarta Geopoliti-
cal Forum ke-6 di sesi I “Maritime Defense and 
Security in Dynamic Uncertainties” pada Rabu 
(24/8/2022).

Andi Widjajanto menuturkan bahwa saat ini 
kita berada di era geopolitik 5. Geopolitik 1 
memunculkan dua kekuatan yaitu land power 
dan sea power. Geopolitik 2 adalah adanya 
perang dunia I dan II yang memunculkan era 
air power. Sementara Geopolitik 3 adalah 
puncak dari kekuatan konvensional ditambah 
dengan munculnya senjata pemusnah massal 
yaitu nuklir. Geopolitik 4 adalah  perkiraan 
dari akhir perang konvensional dan berubah 
menjadi perang sumber daya. Sementara 
geopolitik 5 adalah era konektivitas.

Evolusi sea power, jelas Andi Widjajanto, 
terbagi menjadi tiga yaitu kemunculan 3 ne-
gara utama untuk sea power seperti spanyol, 
Portugal, dan Belanda, adanya kolonialisme 
dan penjajahan, dan yang terakhir adalah 
munculnya Pax Americana sejak 1945. Pax 
Americana, jelasnya, menambahkan peran 
aliansi militer global. “Setelah Pax Americana 
apa? Kalau disambungkan tadi dengan era ge-
opolitik 5, kemungkinan malah bukan negara 
yang akan menggantikan Pax Americana, tapi 

1 sistem global baru. Sistem global baru itu ya 
ramalannya sekarang adalah siapapun yang 
bisa menghasilkan connectivity, siapapun yang 
bisa menghasilkan global infrastructure, sia-
papun yang bisa menghasilkan global supply 
chain,” tuturnya.

Andi Widjajanto menjelaskan bahwa saat 
ini terdapat beberapa masalah yang muncul 
seperti adanya freedom of navigation Amerika 
Serikat yang mementingkan titik-titik sumbat. 
Di Indonesia, terdapat beberapa titik-titik 
sumbat seperti di Malaka, Sunda, Lombok, 
Sulawesi, dan seterusnya. Selain Itu, masalah 
lain yaitu adanya era global supply chain.

Andi Widjajanto kemudian memetakan beber-
apa tren ke depan seperti adanya penguasaan 
kapal dan kemampuan amfibi. “Kemampuan 
amfibi untuk negara dengan doktrin perta-
hanan seperti kita, artinya mempertahankan 
pulau-pulau terluar, artinya mempertahankan 
pulau-pulau kita yang berada diluar kompar-
temen pertahanan utama kita, itu arti amfibi 
untuk Indonesia,” ujarnya.

Untuk Indonesia, Jelas Andi Widjajanto, 
kuncinya adalah menguasai teknologi untuk 
menjadi sea power atau maritime power ke 
depan. Angkatan laut sudah tidak bisa lagi 
memikirkan Maritime Instrument, Maritime 

Capability, dan Maritime Technology.” Teruta-
ma kalau misalnya angkatan laut, tidak bisa 
lagi memikirkan maritime instrument, maritime 
capability, maritime technology, sudah tidak 
bisa lagi. Begitu sudah memikirkan mari-
time capacity, untuk era supply chain, untuk 
era connectivity. Tiga itu harus nyambung, 
maritime, digital, dan space. Tiga itu harus 
nyambung,” jelasnya.

Hal tersebut dilakukan untuk memiliki Maritime 
Capacity yang kuat. “Tanpa mengintegrasikan 
tiga itu kita tidak akan memiliki Maritime Ca-
pacity yang kuat,” lanjut Andi Widjajanto.

Andi Widjajanto juga menuturkan bahwa yang 
dibutuhkan Indonesia adalah sebuah langkah 
panjang. “Di 5 oktober 2021, Presiden Jokowi 
sebetulnya sudah memberikan arahan bagi 
kita untuk melakukan perencanaan jangka 
panjang. Kira-kira dalam pidato HUT TNI, 
Presiden mengarahkan kita untuk melanjutkan 
reformasi TNI,” katanya. Ia juga menyebutkan 
ada empat kata kunci dalam arahan presiden 
terkait reformasi TNI di Indonesia, antara lain, 
Military Reform, Defense Modernization, De-
fense Transformation, dan Indonesia Defense 
Power.

Menurut Andi Widjajanto, reformasi militer 
yang sudah dijalankan sejak tahun 1998 ini 
bisa berlanjut menuju transformasi perta-
hanan, sehingga bisa membentuk perenca-
naan jangka panjang menuju tercapainya 
kekuatan regional, yakni kekuatan pertahanan 
Indonesia. Ia juga meyakini perencanaan jang-
ka panjang kekuatan pertahanan Indonesia 
akan mampu melampaui perencanaan 2050 
yang dilakukan oleh Tiongkok, bahkan kalau 
bisa, sampai ke 2070.

Gubernur Lemhannas RI : “Kuncinya adalah Menguasai Teknologi 
untuk menjadi Sea Power atau Maritime Power ke depan”
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“Tiongkok merupakan ekonomi terbesar di dunia dan pastinya akan 
tetap menjadi ekonomi terbesar di tahun 2030an. Dan menurut 
proyeksi, Tiongkok akan memiliki angkatan laut dan angkatan 
bersenjata terkuat di dunia pada tahun 2040,” jelas Director of In-

ternational Security Program of Lowy Institute, Sam Roggeveen sebagai 
narasumber ketiga pada sesi pertama Jakarta Geopolitical Forum ke-6 
pada Rabu (24/8/2022).

Sam Roggeveen mengatakan Tiongkok mengembangkan kapabili-
tasnya untuk melaksanakan operasi maritim, yaitu blue waters, sebuah 
operasi maritim global yang bisa bertahan dalam waktu yang lama dan 
memproyeksikan kekuatan militer penting jarak jauh. “Dalam waktu 
dekat, kita bisa bilang Tiongkok bisa melaksanakan operasi jarak jauh 
di wilayah Asia Tenggara. Tentu saja kita tidak tahu persis ambisi politik 
Tiongkok atau kekuatannya di wilayah tersebut. Tapi kita bisa bilang 
bahwa tidak ada negara yang sebesar Tiongkok yang mau menjadi 
negara terkuat kedua di wilayahnya sendiri,” jelasnya.

Sam Roggeveen meragukan sikap Militer Amerika Serikat di Asia akan 
berubah pasca Perang Dingin. Dalam 30 tahun terakhir, lanjutnya, 
perubahan besar terjadi di tatanan strategis Asia. contohnya runtuhnya 

Uni Soviet, bangkitnya Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dan strategi, 
dan Korea Utara sebagai kekuatan nuklir baru yang memiliki kemampuan 
untuk mendeklarasikan perang ke target manapun di Amerika. Ketiga 
faktor itulah yang menurut Sam Roggeveen mewakili transformasi lengkap 
atas tatanan strategis Asia. 

“Di periode tersebut, sikap militer Amerika di Asia tidak berubah. Jumlah 
pasukan di Korea dan Jepang berubah sedikit, tapi secara umum, tetap 
sama,” ungkapnya menyebutkan alasannya meragukan perubahan sikap 
militer Amerika Serikat.

Menurutnya, gagasan yang menyatakan Amerika tidak akan aman jika 
Asia tidak aman secara militer layak untuk dipertanyakan karena posisi 
Amerika Serikat yang jauh dikelilingi dua lautan luas dan tetangga negara 
utara dan selatan, memiliki kekuatan militer yang luar biasa, dan memiliki 
ribuan senjata nuklir dan ekonomi yang kuat.

Sam Roggeveen mengatakan bahwa alasan Amerika Serikat bersekutu 
dengan Australia, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara NATO 
karena persekutuan ini merupakan bagian dari menyukseskan kepentin-
gan nasional Amerika. Jika sudah tidak menjadi kepentingan nasional, 
persekutuan ini tidak penting lagi bagi Amerika Serikat. Selain Itu, lanjut 
Sam Roggeveen,  jika Amerika meninggalkan wilayah Asia secara militer, 
tidak dapat diartikan bahwa Amerika Serikat berhenti menjadi partner 
ekonomi bagi semua negara Asia termasuk Tiongkok. Dirinya menilai, 
akan sangat sulit dan merugikan jika Tiongkok tidak melibatkan Amerika 
secara ekonomi meskipun Amerika bukan merupakan kekuatan militer 
besar di wilayah itu. 

Lebih lanjut, Sam Roggeveen menuturkan bahwa Amerika Serikat akan 
tetap memiliki kekuatan militer di Asia untuk menekan penyebaran pros-
pek nuklir. “Sangat masuk akal jika Amerika meninggalkan Asia secara 
militer, Jepang akan mengembangkan pencegah nuklir independen. Dan 
jika Jepang melakukan itu, Korea Selatan juga akan melakukan hal yang 
sama. Australia juga akan mengembangkan pencegah nuklir independen 
jika sudah tidak bisa mengandalkan pencegah nuklir dari Amerika dan 
akhirnya jika itu terjadi, maka Indonesia juga akan mengembangkan 
pencegah nuklir independen,” ungkapnya.

Sam Roggeveen mengatakan jika pendapat bahwa untuk Amerika Serikat 
menjadi aman Asia harus aman, tidak benar. “Kenyataannya, Amerika 
Serikat sangat kuat, dan itu adalah satu alasan mengapa Amerika Serikat 
memilih untuk tidak berkompetisi dengan Tiongkok,” jelasnya. 

Bagi Asia Tenggara khususnya Indonesia, jelasnya, akan harus bekerja 
sendiri. Jika Asia Tenggara mau mempertahankan keseimbangan strategis 
di wilayahnya, mereka tidak bisa mengandalkan US untuk melakukannya.

“Menurut saya, Indonesia harus menjadi kekuatan besar itu di Asia Teng-
gara. Indonesia adalah negara satu-satunya di wilayah ini yang memiliki 
semua unsur untuk menjadi sebuah kekuatan besar. Sebenarnya, ada 
prediksi yang masuk akal bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi keem-
pat terbesar di dunia di tengah abad ini. Dan hal ini saja sudah menunjuk-
kan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan yang besar. Dari perspektif 
Australia, saya rasa ini sangat menarik bagi kami bahwa Indonesia untuk 
menempati posisi tersebut menjadi kekuatan besar di wilayah ini. Tidak 
hanya dalam ukuran ekonomi, tapi juga berarti mengemban tanggung 
jawab untuk menjadi kekuatan penyeimbang di wilayah ini,” pungkasnya.

Sam Roggeveen Ragukan 
Sikap Militer Amerika Serikat 
akan Berubah di Asia
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Meskipun potensi luar biasa pada 
pertumbuhan ekonomi di Asia 
Pasifik dan perkapalan akan 
menjadi penting, namun ada 

beberapa hambatan untuk mencapainya, di 
antaranya adalah ekonomi. “Di Asia, negara-
negara kaya sudah mulai menua dengan cepat 
(aging) dan tingkat pertumbuhan ekonomi 
mereka melambat secara drastis, termasuk 
Tiongkok,” kata Senior International Defense 
Researcher di RAND Corporation, Timothy R. 
Heath, Ph.D. saat menjadi pembicara di sesi II 
Jakarta Geopolitical Forum ke-6 “Geomaritime: 
Chasing the Future of Global Stability” pada 
Rabu, (24/8/2022).

setengah milyar orang dan Amerika Serikat 
sekitar 300 juta orang. Hal ini menunjukkan 
potensi ekonomi di Asia sangat besar. 
“Untuk mewujudkan potensi ini, ekonomi 
politik maritim akan memegang peranan 
yang sangat penting dan perkapalan 
menyumbang sebagian besar kegiatan 
perdagangan ekonomi,” kata Timothy R. 
Heath. Ia juga menyebutkan bahwa saat ini 
sekitar 80 persen perdagangan global terjadi 
melalui laut dan perkapalan menjadi layanan 
yang sangat diminati.

Pada kesempatan itu juga, Timothy R. Heath 
menunjukkan peta pelabuhan yang paling 
aktif dalam pengiriman kapal kontainer di 
Asia Timur yang melewati Selat Malaka 
dan terpusat di Laut China Selatan. Ia 
menyimpulkan bahwa negara-negara seperti 
ASEAN bisa mengedepankan minatnya 
dengan menyatakan tujuannya secara jelas 
mengenai wilayah maritim. Yang kedua, 
memilih kerja sama yang paling sesuai. 
Pada akhirnya, baik Amerika Serikat dan 
Tiongkok tertarik untuk berperan dalam 
kebangkitan ekonomi di Asia Tenggara dan 
berusaha keras untuk membuat usaha ini 
berhasil.

Oleh sebab itu, dengan tidak mengabaikan 
ketegangan politik yang mungkin akan 
terjadi, Timothy R. Heath menilai bahwa 
semakin aktifnya negara-negara di 
ASEAN terlibat dengan Amerika Serikat 
dan Tiongkok dalam menjelaskan 
kebutuhan mereka, maka akan membantu 
untuk mencapai tujuan bersama dalam 
meningkatkan kesejahteraan wilayah. 

Pada sesi kedua JGF yang mengangkat 
tema “Geomaritime political economy: 
generating growth, sustaining resource, 
and gaining power” juga menghadirkan 
dua narasumber lain yaitu  Senior fellow of 
CSIS Philips Vermonte, Ph.D. dan Associate  
Professor, Deputy Head of the Centre for 
Comprehensive European  and International 
Studies, Higher School of Economics Dr. 
Alexander  Korolev.

Timothy R. Heath: Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 
di Asia Melambat Drastis
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Mulai tahun ini, menurut Timothy R. Heath, 
populasi Tiongkok mulai mengalami 
penurunan satu dekade lebih awal dari 
perkiraan banyak orang. Kemudian hingga 
tahun 2030, tingkat pertumbuhan Tiongkok 
diprediksi akan melambat 2 hingga 3 persen. 
Lebih lambat dari Amerika Serikat.

Dalam hal ekonomi, lanjutnya, negara-
negara berkembang di Asia membutuhkan 
infrastruktur yang besar. Namun, dana 
yang dimiliki tidak cukup untuk modernisasi 
infrastruktur yang dibutuhkan, termasuk 
infrastruktur pelabuhan dan perdagangan 
laut. Padahal, Asia Pasifik atau Indo Pasifik 
diharapkan dapat memegang peranan 
penting di masa depan ekonomi global. 
“Banyak yang memperkirakan bahwa Indo 
Pasifik akan memberikan sekitar 50 persen 
dari GDP dunia pada 2050,” kata Timothy 
R. Heath.

Sebagian besar populasi urban di dunia, 
sekitar setengahnya berada di Asia 

Pasifik. Kemudian populasi usia kerja di 
Asia pada tahun 2040 diperkirakan 

mencapai 3 hingga 4 miliar orang, 
dibandingkan dengan Eropa 

yang diperkirakan hanya 
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Selain konflik atau persengketaan 
yang sedang berlangsung di Laut 
China Selatan antara Tiongkok, 
Filipina, dan beberapa negara lain, 

tetap ada ruang untuk membangun kerja 
sama antara negara-negara tersebut bahkan 
antar negara yang sedang turut andil dalam 
masalah di wilayah ini. Hal ini dipaparkan 
oleh akademisi dari Rusia, Dr. Alexander 
Korolev, Associate Professor, Deputy Head 
of the Centre for Comprehensive European 
and International Studies, Higher School of 
Economics dalam Sesi II Jakarta Geopolitical 
Forum ke-6 pada Rabu (24/8/2022).

“Di samping semua titik pergolakan di Laut 
China Selatan khususnya antara Tiongkok 
dengan Filipina atau Tiongkok dengan 
Vietnam, kita bisa melihat bahwa masih 
ada ruang untuk kerja sama terutama untuk 
isu pembangunan berkelanjutan di wilayah 
tersebut,” kata Dr. Alexander Korolev. Di 
antara jalur bilateral Tiongkok–Filipina, 
terdapat negara-negara lain yang turut andil 
dan bersinggungan Vietnam, Malaysia, dan 
Brunei.

Pada November 2018 lalu, Filipina dan 
Tiongkok telah menandatangani nota 
kesepahaman terkait pembangunan minyak 
dan gas ketika kunjungan kenegaraan 
Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Manila 
dengan mantan presiden Filipina Rodrigo 
Duterte.

Nota Kesepahaman Filipina-Tiongkok 
dapat menandakan kesiapan mereka 
untuk membuka jalan kerja sama yang 
berfokus pada penggunaan bersama dan 
pengembangan aset Laut Cina Selatan, 
terlepas dari masalah kedaulatan atau 
kepemilikan sumber daya yang kontroversial. 
“Hal ini juga menunjukkan pentingnya 
perusahaan eksplorasi minyak dan kemitraan 
publik-swasta dalam pengembangan bersama 
di masa depan,” lanjut Dr. Korolev.

Tiongkok dan Filipina sepakat untuk 
membentuk komite pengarah gabungan 
antara pemerintah (Inter-governmental Joint 
Steering Committee) dan komite pengarah 
kelompok kerja antar-kewirausahaan (Inter-
entrepreneurial Working Groups) yang akan 
merundingkan dan mengejar kesepakatan 
kerjasama untuk pembangunan minyak dan 
gas di masa depan.

Dr. Korolev menyebutkan, dengan referensi 
dari Filipina dan Tiongkok, ada beberapa 
prasyarat untuk terciptanya kerjasama 
antar negara di Laut China Selatan, 
antara lain keterlibatan sektor swasta, 
pengaturan manajemen yang adil dengan 
mempertimbangkan norma dan praktik untuk 
keberlanjutan lingkungan seperti pengurangan 
polusi laut, serta melibatkan nelayan dan 
masyarakat pesisir.

Keterlibatan sektor swasta memiliki peran 
penting dalam menyelaraskan pihak swasta 
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yang terlibat. “Dalam konteks eksplorasi migas 
bersama, tata kelola kelautan lintas sektoral 
adalah kerangka kerja multi-faceted dimana 
berbagai pemangku kepentingan menjalankan 
peran yang berbeda dan kritis dalam mengelola 
dan mengatur kegiatan migas lepas pantai, 
secara langsung dan tidak langsung,” jelas Dr. 
Korolev.

Menurutnya, perusahaan minyak dan gas, 
asosiasi bisnis, dan organisasi standar 
menawarkan keahlian teknis yang relevan, 
pengalaman operasi, praktik terbaik, dan 
standar untuk membantu membentuk norma 
tata kelola. “Keterlibatan sektor swasta 
seperti perusahaan minyak dalam upaya 
multisektoral untuk memperkuat pengelolaan 
dan pembagian sumber daya sangat penting 
untuk menyelaraskan insentif dan memastikan 
kepatuhan lingkungan,” ujar Dr. Korolev.

Aspek selanjutnya yaitu sustainability, Dr. 
Korolev juga menekankan kepatuhan berbagai 
pihak yang terlibat dalam menjaga lingkungan. 
Keterlibatan sektor swasta seperti perusahaan 
minyak dalam upaya multisektoral untuk 
memperkuat pengelolaan dan pembagian sumber 
daya sangat penting untuk menyelaraskan 
insentif dan memastikan kepatuhan lingkungan. 
Di Samudra Arktik, misalnya, telah ada kegiatan 
bersama di antara konsorsium perusahaan 
tentang teknologi respons tumpahan minyak dan 
saling membantu dalam kemampuan respons. 
Kepatuhan dalam menjaga lingkungan ini juga 
menjadi norma penting yang harus dipatuhi oleh 
Tiongkok dan Filipina.

“Dalam konteks Nota Kesepahaman baru-baru 
ini tentang eksplorasi minyak dan gas bersama, 
perusahaan minyak Filipina dan Tiongkok 
harus secara serius mempertimbangkan 
dimasukkannya norma dan praktik terbaik dalam 
mencegah dan mengurangi polusi laut dalam 
pengaturan komersial mereka dan potensi 
operasi bersama di masa depan,” lanjut Dr. 
Korolev.

Terakhir, adalah hal yang sering diabaikan oleh 
berbagai pihak, tapi sangat krusial yaitu pelibatan 
masyarakat sekitar. “Nelayan dan masyarakat 
pesisir harus secara proaktif berpartisipasi dalam 
pengelolaan berkelanjutan dan pembagian stok 
ikan lintas batas. Koeksistensi damai di antara 
para nelayan dari negara-negara pengklaim 
Laut China Selatan bukanlah fenomena baru,” 
lanjut Dr. Korolev menjelaskan. Faktanya, 
Laut China Selatan telah menjadi kesamaan 
regional selama beberapa generasi. Di masa 
lalu, nelayan dari semua negara sekitarnya bisa 
hidup berdampingan secara damai dan bahkan 
berdagang di antara mereka sendiri.

Alexander Korolev: “Selalu ada Peluang 
kerja sama di setiap pergolakan”
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Philips J. Vermonte: “Ekonomi Biru 
merupakan Bagian Penting bagi 
Ekonomi Asia Tenggara”
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Dalam sudut pandang geoekonomi, 
Ekonomi Biru Indonesia memiliki 
pertimbangan utama yang harus 
dibuat,yakni tentang bagaimana 

Ekonomi Kelautan Indonesia dapat 
mempertimbangkan dari segi lokasi geografis, 
negara dan aktor lain di kawasan. Terutama 
yang paling dekat dan paling terekspos 
secara geografis ke Indonesia. Dalam hal ini 
adalah wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur. 
Hal tersebut diungkapkan oleh Senior Fellow 
of CSIS Philips J. Vermonte, Ph.D. di Sesi II 
Jakarta Geopolitical Forum ke-6 pada Rabu 
(24/8/2022).

Untuk negara-negara di Asia Timur dan Asia 
Tenggara, Ekonomi Biru merupakan bagian 
penting bagi ekonomi. Laut di Asia Tenggara 
adalah rumah bagi 80 persen akuakultur 
dunia, 60 persen perikanan tangkap dunia, 
dan memegang 90 persen perdagangan 
global yang dilakukan melalui pelayaran. 

Untuk negara-negara tertentu termasuk 
Indonesia, ekonomi laut atau ekonomi 
biru bernilai lebih dari 20% dari PDB-nya. 
Mengingat pentingnya ekonomi laut bagi 
negara-negara seperti Indonesia, maka 
penting untuk menjaga keamanan laut, karena 
laut merupakan tempat mata pencaharian 
dan kelangsungan hidup. ”Berbicara tentang 
maritim memang tidak hanya melihat 
tentang politik tingkat tinggi atau ketegangan 
geopolitik dan sebagainya, tetapi juga melihat 
bahwa laut merupakan mata pencaharian 

warga kita yang sebagian besar sangat 
bergantung pada laut,” jelasnya.

Indonesia tidak akan dapat memanfaatkan 
potensi ekonomi dari laut tanpa adanya lautan 
yang stabil dan terjaga. Saat ini Indonesia 
juga dihadapkan pada persoalan kelangkaan 
pasokan energi dan pangan yang harus 
disikapi. Jika laut kita tidak terjaga, maka akan 
sulit dalam menyelesaikan krisis dan menjaga 
pertumbuhan ekonomi.

Philips J. Vermonte menyampaikan beberapa 
permasalahan terkait laut Indonesia. Yang 
pertama adalah keberlanjutan Sumber Daya 
Kelautan. Salah satu masalah besar adalah 
penangkapan ikan yang berlebihan. Di tingkat 
negara ada dua masalah utama seputar 
pengembangan ekonomi biru di tingkat 
regional.

”Pertama, masalah terkait mempertahankan 
tingkat produksi seperti yang saya 
sebutkan sebelumnya. Kedua, memastikan 
bahwa produksi ini termasuk kegiatan 
pemanfaatannya tetap optimal dan terjaga, 
serta bebas dari ancaman dari luar,” tutur 
Philips J. vermonte.

Permasalahan kedua bagi Indonesia adalah 
keamanan maritim dan ancaman keamanan 
baik tradisional dan non-tradisional. Indonesia 
berada di jalur transportasi laut strategis yang 
penting seperti Selat Malaka, Selat Singapura, 
Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Ombai 
menempatkan Indonesia dalam sorotan 

strategis dan diperhitungkan dalam geostrategi 
ekonomi biru baik di kawasan.

Jadi, jelas Philips J. Vermonte, gangguan 
di dalam dan di sekitar selat Malaka ini 
kemungkinan besar akan merugikan ekonomi 
Regional dan bahkan Global, dan terutama 
ekonomi Indonesia. Fakta bahwa Indonesia 
dan Asia Tenggara merupakan rumah bagi 
titik-titik vital maritim yang strategis seringkali 
bersinggungan dengan isu Ekonomi Biru jika 
dilihat dari strategi geoekonomi yang juga 
berkaitan erat dengan pertimbangan geopolitik 
dan keamanan.

Lebih lanjut, Philips J. Vermonte menyatakan 
bahwa potensi laut yang luas, ruang luas wilayah 
yang belum dijelajahi dan dimanfaatkan di laut, 
memberikan ruang bagi berbagai negara untuk 
bersaing. Karena konvensi, aturan dan hukum 
internasional terkait laut yang belum mencukupi. 

Namun, menurut Philips J. Vermonte, Indonesia 
dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara 
memiliki sikap yang mengedepankan kooperasi 
ketimbang kompetisi. Melihat hal tersebut, dalam 
menyikapi dinamika kelautan di kawasan, sangat 
penting bagi negara-negara Asia Tenggara 
untuk tidak terdikte oleh hegemoni persaingan 
yang terjadi antara Amerika Serikat  dan 
Tiongkok. “Penting bagi Indonesia untuk tetap 
mengedepankan kepentingan nasionalnya meski 
tidak bisa menghindari persaingan geopolitik 
yang ada, mengingat betapa kompleksnya 
masalah ekonomi yang ada,” jelasnya.

Untuk menjaga tingkat produksi sekaligus 
mengamankan laut, Indonesia harus membuat 
aturan dan regulasi. Aturan dan peraturan 
domestik adalah tentang Peraturan Indonesia 
untuk pengelolaan ekonomi kelautan cukup 
banyak, yang paling terkait langsung di antaranya 
adalah undang-undang tentang pengelolaan dan 
perlindungan Sumber Daya Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 dan kami juga memiliki 
undang-undang yang mencakup pembatasan 
dan pembatasan ekspor impor juga terkait 
dengan produksi kelautan. 

Terakhir, Philips J. Vermonte menyebutkan 
bahwa Indonesia adalah anggota dari berbagai 
Pengaturan Regional dan Global tentang 
perikanan namun tetap menemui masalah. 
“Tetapi masalah dengan ini pada akhirnya 
adalah apakah kepemimpinan di luar negeri 
akan melanjutkan dan akan memahami betapa 
pentingnya laut kita adalah lautan kita, dan 
bagaimana kita mencapai keseimbangan 
ketika ketegangan geopolitik terjadi. Kedua 
tentunya Indonesia tidak bisa berdiri sendiri 
dan kita memiliki pengelompokan regional 
ASEAN,”pungkasnya.
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Beberapa tahun ke depan, persaingan 
maritim di dunia diprediksi semakin 
memanas. Hal ini disebabkan sistem 
internasional dihadapkan pada 

dinamika yang terjadi seperti pandemi, krisis 
iklim, hutang yang meningkat, resesi ekonomi 
global, pangan, energi, dan keamanan yang 
terjadi di berbagai belahan dunia.

“Semua tantangan ini semakin diperparah 
dengan kompetisi yang semakin memanas 
antara dua kekuatan besar,” kata Senior 
Fellow and the Michael H. Armacost Chair 
in the Foreign Policy Program at Brookings 
Institute, Ryan Hass saat menjadi pembicara 
di Sesi III Jakarta Geopolitical Forum ke-6  
pada Kamis (25/8/2022) secara daring.

Ryan Hass mendeskripsikan bahwa saat ini 
Western Pacific (Pasifik Barat) terlihat seperti 
Jerman Timur ketika perang dunia kedua, yaitu 
sebagai garis patahan ketegangan geopolitik. 
Garis patahan ini, menurutnya menimbulkan 
dua dampak. Pertama, meningkatnya resiko 
adanya konfrontasi besar atau konflik. 
Kemudian yang kedua adalah membatasi 

ruang kekuatan besar untuk memimpin 
kekuatan bersama dalam mengatasi tantangan 
yang bersifat sistemik.

Menurut Ryan Hass, ada beberapa hal yang 
membuatnya memprediksi persaingan pada 
ruang maritim semakin memanas. Pertama, 
Tiongkok berinvestasi secara signifikan untuk 
pertama kalinya sejak tahun 1500-an agar 
menjadi kekuatan Angkatan Laut global dan 
menghasilkan keuntungan yang cepat. “Dengan 
Tiongkok menjadi lebih kuat, mereka akan 
berkembang semakin berani menerima resiko 
dalam menggunakan kekuatan militer untuk 
mencapai tujuan strategik mereka,” ungkapnya.

Ryan Hass juga menilai hal tersebut dapat 
memunculkan tekanan yang signifikan terhadap 
stabilitas di Asia Pasifik, karena Tiongkok 
diprediksi akan menegaskan kontrol mereka 
terhadap klaim wilayahnya di Laut China 
Selatan dan Taiwan. “Alasan kedua kenapa 
saya memperkirakan persaingan maritim akan 
semakin memanas adalah usaha Tiongkok 
di sepanjang jalan ini akan terbantu dengan 
adanya teknologi baru,” ujarnya. 
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Selanjutnya, Ryan Hass memprediksi Tiongkok 
akan berusaha untuk mendirikan serangkaian 
pangkalan-pangkalan Angkatan Laut yang 
dapat melindungi jalur pelayanan internasional, 
seperti teori yang disampaikan oleh mantan ahli 
strategi Angkatan Laut Alfred Thayer Mahan yang 
menyatakan bahwa mendirikan serangkaian 
pangkalan-pangkalan merupakan salah satu 
syarat bagi kekuatan maritim untuk melindungi 
jalur pelayaran internasional. “Tiongkok sangat 
bergantung dengan bahan bakar dan bahan 
pangan yang transit melalui Laut Timur Tengah 
dan Laut China Selatan. Saya memperkirakan 
mereka akan memperkuat kapasitas mereka 
untuk menjaga jalur pelayaran internasional 
tersebut,” kata Hass.

Ryan Hass menilai sangat jelas bahwa Tiongkok 
dan Rusia mencari jalan untuk menunjukkan 
koordinasi mereka dan kehadiran Angkatan 
Lautnya, tidak hanya di Asia tetapi di seluruh 
dunia. “Ini akan menambahkan rasa persaingan, 
dan di waktu yang bersamaan, Amerika Serikat 
dan rekannya tidak akan hanya diam melihat 
semuanya terjadi,” katanya.

Ryan Hass: Persaingan Maritim di Dunia 
akan Semakin Memanas
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Wilayah maritim berperan sangat 
penting dalam pertumbuhan 
ekonomi, kestabilan politik, 
dan kemampuan strategis di 

Asia Pasifik. Apalagi komoditas perdagangan 
termasuk energi berlangsung di lautan, 
sehingga laut menjadi jalur yang sangat 
penting untuk perdagangan. Indonesia lebih 
memahami hal ini dibandingkan negara lain 
sebagai negara kepulauan.

“Indonesia lebih memahami dari kebanyakan 
negara karena Indonesia adalah negara 
kepulauan. Tetapi dunia mungkin tidak 
cukup memahami pentingnya lautan secara 
strategis,” kata The CEO of Geopolitical 
Risk Consultancy the Cognoscenti, Dr. Alan 
Dupont saat menjadi pembicara di Sesi III 
Jakarta Geopolitical Forum pada Kamis, 
(25/8/2022).

Menurut Dupont, ketika kekuatan ekonomi 
Asia mengalami pertumbuhan, maka 
bidang perdagangan juga akan mengalami 
pertumbuhan dan sebagian besar 
berlangsung di lautan, bukan daratan. “Itu 
bukan berarti tidak ada kegiatan perdagangan 
di laut, kenyataannya ada. Ada juga beberapa 
konflik yang terjadi di lautan. Tapi utamanya, 
perkembangan wilayah yang baik maupun 
yang buruk terjadi di darat,” jelasnya.

Perkembangan menarik lain yang terjadi 
selama 34 tahun terakhir memperlihatkan 
bahwa, lautan mengandung banyak sumber 
daya bernilai di dasar laut yang ingin 
dieksploitasi oleh beberapa negara untuk 
mengembangkan ekonominya.

Permasalahannya adalah banyak perbatasan 
di laut yang belum ditetapkan secara jelas, 
karena banyak perbatasan daratan dan 
pesisir yang masih mengalami perselisihan. 
“Artinya, jika negara bisa menegaskan kendali 
atas wilayah di darat, negara juga bisa 
mengklaim banyak sumber daya di bawah 
laut,” kata Dupont.

Dupont menilai, ketika suatu negara 
memasuki konflik teritorial, maka harus 
memahami bahwa bukan hanya tentang 
wilayahnya, tetapi juga penguasaan sumber 

dayanya. Sehingga sumber daya dan wilayah 
tidak dapat dipisahkan ke dalam mosaik status 
ekonomi dan sejarah politik.

“Saya pikir, tidak banyak orang di luar wilayah 
ini cukup memahami bahwa dunia telah 
berubah secara ekonomi,” kata Dupont.

Dupont menuturkan bahwa 40 persen dari 
perdagangan global dan 50 persen dari 
perdagangan energi berlangsung di Laut Cina 
Selatan. “Menurut pengamatan saya, Laut 
Cina Selatan merupakan lautan yang paling 
penting di dunia saat ini.” Jelasnya.

Selat Malaka mengangkut minyak yang 
sangat lebih banyak daripada selat lain. 
Sepuluh tahun yang lalu Selat Malaka 
mengangkut minyak tiga kali lebih banyak 
daripada Kanal Suez dan lima belas kali lebih 
banyak daripada Kanal Panama. Jadi, terjadi 
perdagangan yang sangat besar di sana, 
yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi di wilayah itu tetapi juga di dunia. Itu 
adalah perubahan yang besar. 

Dupont menjelaskan bahwa penyebab utama 
permasalahan keamanan regional bukanlah 
karena persaingan Tiongkok dan Amerika 
Serikat yang semakin panas. “Meskipun 
kompetisi kekuatan besar dari persaingan 
tiongkok dan Amerika Serikat semakin parah, 
hal ini bukan penyebab utama permasalahan 
keamanan regional. Penyebab utama 
permasalahan keamanan regional adalah di 
lingkungan regional itu sendiri, dari negara-
negara di wilayah itu. Dan menurut saya, hal 
ini berhubungan dengan ketegasan Tiongkok 
dalam memajukan kepentingan di wilayah ini 

untuk menjadi negara besar kembali,” ujarnya.

Tiongkok menggunakan seluruh instrumen 
kekuatan negaranya untuk menjadi negara besar 
di dunia. Salah satunya dengan Air Defense 
Identification Zone ata ADIZ yang menyalahi 
ADIZ negara tetangga seperti Jepang, Korea, 
dan Taiwan. Tiongkok melakukan ini untuk 
mengontrol sumber daya yang ada di sekitarnya 
sebanyak mungkin, mulai dari ikan, minyak, gas, 
dan nodul mangan di bawah laut.” Jika Tiongkok 
bisa mengklaim batas teritori di sekitar pulau-
pulau yang diperebutkan, maka Tiongkok bisa 
secara sah mengklaim ikan dan sumber daya 
yang berada di bawah laut. Itulah mengapa 
Tiongkok berusaha dengan keras menantang 
hukum laut, konvensi, untuk membenarkan 
klaimnya terhadap kepemilikan pulau-pulau ini,” 
tuturnya.

Dupont menyampaikan gagasan agar negara-
negara berukuran sedang dan menengah 
harus bersama-sama mempertahankan 
kepentingannya. Tapi ini sulit untuk dilakukan 
karena pertama, Tiongkok menyadari bahwa 
jika ASEAN bertindak bersama-sama melawan 
kepentingan Tiongkok, maka itu tidak baik. 
Maka Tiongkok selalu berusaha mencegahnya. 
Yang kedua, karena perselisihan di lingkungan 
ASEAN belum terselesaikan. Jika ASEAN bisa 
menyelesaikan perselisihannya, maka posisi 
legal dan moral ASEAN akan menjadi lebih kuat. 
“Jika ASEAN tidak bisa bekerja bersama-sama 
untuk menyelesaikan masalah internalnya dan 
masalah dengan , mungkin kelompok utama 
ASEAN bisa bekerja bersama untuk mengatasi 
isu maritim dan membuat keputusan bersama,” 
pungkasnya.

Alan Dupont: “ASEAN 
harus Bertindak 

Bersama-sama Melawan 
Kepentingan Tiongkok”
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Pemerintah Amerika Serikat melarang 
warganya menggunakan platform 
media sosial buatan Tiongkok 
yaitu TikTok untuk digunakan oleh 

warganya. Amerika Serikat menduga platform 
media sosial tersebut dapat menjadi ancaman 
potensial bagi keamanan nasional Amerika 
Serikat, karena data yang dikumpulkan bisa 
digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk 
profiling perilaku masyarakat Amerika Serikat.

“Sebaliknya, di Tiongkok sendiri melarang 
warganya menggunakan platform media 
sosial buatan Amerika Serikat yaitu Facebook, 
Twitter, dan Whatsapp dengan alasan 
keamanan,” kata Prof. Dr. Ir. Dadan Umar 
Daihani, D.E.A., Tenaga Profesional Bidang 
Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan 
Nasional Lemhannas RI saat menjadi 
narasumber Sesi III dalam Jakarta Geopolitical 
Forum ke-6 pada Kamis (25/8/2022).

Teknologi menjadi faktor penting dalam 
penentu peta lanskap geopolitik global 
selanjutnya. Lebih lanjut, Prof. Dadan Umar 
Daihani menyebutkan bahwa setelah Covid-19 
dan perang dagang (war trade), trend 
dunia selanjutnya adalah rivalitas teknologi 
antar negara. “Teknologi di satu sisi akan 
meningkatkan kenyamanan bagi manusia, 
tapi di sisi lain, akan menjadi alat politik untuk 
hegemoni,” sambungnya.

Permasalahannya adalah terjadi gap teknologi 
antara negara maju dan negara terbelakang. 
“Kita melihat bahwa pengguna internet terus 
meningkat. Dari data yang bisa kita lihat, 
bahwa dari 7.98 miliar sekitar 66.9 persen 
populasi dunia menggunakan smartphone, 
63,1 persen populasi dunia menggunakan 
internet, dan sekitar 59 persen menggunakan 
social media,” kata Prof. Dadan Umar Daihani. 

Selain itu, menurutnya, juga dapat dilihat dari 
pengguna internet dari per 100 inhabitants. 
Di negara maju, terdapat peningkatan yang 
signifikan terhadap pengguna internet. 
“Sementara di negara berkembang dan 
kurang berkembang, peningkatannya sangat 
terbatas,” jelasnya. Gap teknologi tersebut 
menjadi faktor paling berpengaruh dalam 
lanskap geopolitik dan perubahan geopolitik. 
“Jadi analisis kami, bahwa negara-negara 
terbelakang dan negara-negara berkembang 
sekarang sangat bergantung pada teknologi 
dari negara-negara maju,” lanjut Prof. Dadan 
Umar Daihani.

Ini artinya jarak yang semakin melebar antara 
komunikasi transnasional dan resistensi yang 
tumbuh dari negara bangsa memberikan 
kesempatan untuk tumbuhnya geopolitik 
baru. Perkembangan teknologi maju bukan 
satu-satunya faktor yang membentuk dunia, 
tapi teknologi ini mengubah bagaimana cara 
kita melihat dunia. Teknologi mengubah 
bagaimana umat manusia mengubah sistem 
perekonomian seperti cryptocurrency, 
dan juga mempengaruhi cara bagaimana 
mendorong inovasi. “Semua faktor ini 
memberikan dampak pada geopolitik 2022 
dan selanjutnya,” kata Prof. Dadan Umar 
Daihani.

Teknologi memberikan keuntungan yang 
besar untuk kehidupan manusia, tapi teknologi 
juga bisa meningkatkan ketergantungan 

Dadan Umar Daihani: “Teknologi menjadi faktor penting 
dalam penentu peta lanskap geopolitik global”
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antara satu negara dengan yang lainnya, 
bahkan teknologi bisa menjadi pedang 
bermata dua. Teknologi sebagai pedang 
bermata dua, memiliki dua sisi, karena 
pengembangannya dapat tidak terkontrol.

Indonesia harus menyadari bahwa sebagai 
hasil dari perkembangan teknologi, ada 
risiko bahwa manusia sebagai individu 
akan kehilangan identitasnya atau akan 
menjadi bergantung pada jaringan global 
yang dikontrol oleh penguasa dan pemilik 
teknologi itu sendiri di masa depan. Ia 
berharap teknologi dapat menjadi cara untuk 
meningkatkan kesejahteraan manusia.
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“Jadi inilah pertanyaan mendasar 
yang diberikan kepada kita, sejauh 
mana teknologi maritim yang maju 
dapat berkontribusi pada keamanan 

dan keseimbangan tatanan dunia yang 
terfragmentasi seperti saat ini?,” Tanya 
Vice Rector for Research and Technology 
Transfer BINUS University Prof. Tirta 
Nugraha Mursitama, Ph.D. saat mengawali 
presentasinya di Sesi III The 6th Jakarta 
Geopolitical Forum “Geomaritime: Chasing 
the Future of Global Stability” pada Kamis, 
(25/08).

Ia menyebutkan bahwa geopolitik tidak hanya 
geografi, kekuasaan, politik, tetapi teknologi. 
Teknologi telah berkembang sangat diperlukan 
untuk hubungan internasional saat ini. Dari 
sudut pandang batas waktu (time-bound). 
Geopolitik dan geostrategi hanyalah kelanjutan 
dari peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, 
terjadi secara simultan atau kronologis. 

Kemajuan teknologi digital, jelas Prof. Tirta,  
menciptakan teritori digital. Di Luar daratan, 
udara, dan laut, saat ini kita memasuki 
era teritori baru, yaitu teritori digital seperti 
kemajuan Geographic Information System, 
penginderaan jauh dan teknologi lainnya, 
pembelajaran mesin kecerdasan buatan, dan 
juga teknologi blockchain. Selain itu, juga 
terdapat dunia Metaverse. “Kita tidak tahu 
apakah ada bentuk kedaulatan baru di sana. 
Siapa aktor internasional di sana, dan apakah 
aktor negara masih ada atau masih relevan,” 
ujarnya terkait dunia Metaverse.

Kemarin Gubernur Lemhannas RI, lanjut Prof. 
Tirta Nugraha Mursitama, aktor itu bukan 
hanya negara, tapi bisa individu, atau bisa 
kelompok. hal yang menjadi tantangan adalah 
kesiapan kita memasuki geopolitik Metaverse 
dengan belum adanya kejelasan terkait 
pemerintah di dunia Metaverse dan dunia 
digital lainnya. 

Lebih lanjut, Prof. Tirta Nugraha Mursitama 
menyebutkan pertarungan antara regulasi 
dan inovasi tidak perlu diributkan lagi. “Inovasi 
akan selalu berjalan lebih jauh dan cepat, 
namun regulasi akan selalu tertinggal, sudah 
tidak tepat bagi kita memperdebatkan hal 
itu. Birokrat dan pembuat regulasi harus 
menyadari hal ini,” tegasnya. 

Seperti yang kita hadapi hari ini, pemerintah 
mencoba mengenakan pajak untuk setiap 
aktivitas digital. Hal tersebut disebut Prof. Tirta 
Nugraha Mursitama tidak sebagai kesalahan 
namun pada kenyataannya pemerintah 
harus menyadari bahwa aktor-aktor non 
negara yang bergerak di bisnis digital akan 
melangkah lebih jauh dan lebih cepat dari 
prediksi di masa lalu.

Ada tiga motivasi utama menerapkan 
kecerdasan buatan dalam politik internasional. 
Yang pertama, untuk meningkatkan 
pemerintahan dalam negeri dan efisiensi 
tata kelola pemerintahan, menggunakan AI 
semua birokrasi, merubah semua mekanisme 
pemerintahan menjadi digital sehingga mudah 
dilacak oleh sistem. Yang kedua, Kecerdasan 
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buatan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 
militer. Begitu banyak peluang baru yang 
terbuka bagi militer, tidak hanya untuk perang, 
tetapi juga untuk kerjasama antar aktor 
internasional di sana. Terakhir, pada poin 
ketiga di sini berpengaruh pada kekuatan dan 
membawa aktor internasional ke panggung 
kompetisi. Menurutnya, poin ketiga adalah 
poin penting yang harus dituju kecerdasan 
buatan. Investasi kecerdasan buatan adalah 
sesuatu yang mahal, namun cukup efektif dan 
bermanfaat untuk hubungan internasional.

Selain itu, teknologi blockchain dapat 
diterapkan pada kegiatan lain dalam 
kehidupan sehari-hari seperti di birokrasi, 
pendidikan tinggi, atau di militer. Setiap 
transaksi dilacak oleh teknologi blockchain 
yang divalidasi oleh setiap hub. Ini 
terdesentralisasi dan independen dan tidak 
ada otoritas pusat yang dapat mengontrolnya. 
“Dengan latar belakang itu, saya percaya 
bahwa tata kelola dunia akan muncul dari 
sana. Saya tidak mengatakan ini sebuah 
ancaman bagi kedaulatan negara ini, saya 
berbicara di hadapan anda semua dan 
mengatakan bahwa anda masih sangat 
penting, yang perlu menjadi perhatian 
bagaimana pemerintah atau militer perlu lebih 
memperhatikan kemungkinan yang berbeda 
di masa depan? Terutama terkait hubungan 
internasional di tahun-tahun mendatang,” jelas 
Prof. Tirta Nugraha Mursitama.

Prof. Tirta Nugraha Mursitama: “Teknologi sangat 
Diperlukan untuk Hubungan Internasional Saat Ini”
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“Aset manusia adalah variabel lynchpin, 
dan bahkan Teknologi berkembang 
dengan baik, mereka bukan ahli strategi, 
kita manusia adalah ahli strategi, kitalah 

yang tahu cara menggunakannya suatu 
teknologi,” jelas Wakil Ketua Bidang Hankam 
IKAL Strategic Studies R.M. Wibawanto 
Nugroho Widodo, S.E., M.A., M.A., War 
College Dip., M.P.P., Ph.D. di Sesi III 
Jakarta Geopolitical Forum ke-6 pada Kamis 
(25/8/2022).

Wibawanto menyebutkan bahwa pada 
dasarnya apa yang kita hadapi sekarang 
sebagai disruptive, suatu saat akan menjadi 
teknologi umum yang akan kita gunakan 
sehari-hari. “Jadi ketika kita berbicara 
tentang teknologi maka kita harus memiliki 
pemikiran yang berorientasi ke masa depan, 
out of the box. Dan itulah mengapa aset 
manusia sangat penting dan kita tidak bisa 
mengesampingkannya,” tuturnya.

Pertama, Wibawanto menyebutkan bahwa 
terdapat dua kotak. Kotak pertama berbicara 
mengenai delapan teknologi paling penting 
yang akan mengubah karakter perang dan 
kemudian kotak berikutnya adalah sepuluh 
teknologi baru teratas menurut komunitas 
teknologi baru CompTIA. Kita, jelas 
Wibawanto, setidaknya bisa menggabungkan 
antara dua kotak yaitu yang pertama adalah 
Kecerdasan Buatan dan yang kedua adalah 
komputasi kuantum.

“Setidaknya, jadi dari 2 kotak ini kita bisa 
melihat bahwa kita harus sangat familiar 
dengan Kecerdasan Buatan dan komputasi 
kuantum. Bukan kita tapi aset manusia, aset 
manusia yang akan menjadi variabel penting 
bagi keberhasilan strategi kita menuju 2045,” 
jelasnya.

Pengembangan kapabilitas maritim 
menurut rancangan yang dirumuskan oleh 
KemenkoMarves adalah Indonesia bercita-
cita menjadi menjadi negara maritim yang 
kuat dan bangsa maritim yang berdaya saing 
global. Hal ini, jelas Wibawanto, merupakan  
pekerjaan yang Pemerintah. “Yang ingin 
saya tekankan di sini bukan hanya pekerjaan 
pemerintah tetapi harus melekat pada 
budaya Indonesia. Karena itulah faktor 
manusia sangat penting dan lemhannas 
menempatkan aturan penting dalam 
mempersiapkan pemimpin masa depan 
untuk dapat mengantisipasi dan memimpin 
secara inovatif dan kemudian cepat 
beradaptasi dengan tingkat peluang dalam 
karakter kesejahteraan,” tutur Wibawanto.

Wibawanto mengatakan bahwa manusia 
harus dapat menggabungkan teknologi 
yang bermunculan dengan domain maritime 
serta bagaimana manusia mengembangkan 
teknologi serta memanfaatkan yang 
ada. “Kita harus berpikir benar tentang 
pemikiran itu dengan pemikiran berorientasi 
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masa depan, dan menggunakannya untuk 
mengembangkan domain maritim kita,” ujar 
wibawanto.

Wibawanto kemudian mengungkapkan 
beberapa kunci utama yang dapat dipelajari 
bersama. Pertama, di masa depan, 
kepemimpinan strategis domain maritim kita 
harus memahami kosakata dan konsep di 
balik teknologi yang muncul dan berpotensi 
mengganggu seperti kecerdasan buatan, 
kemudian machine learning, dan dampak 
dari dinamika di bidang maritim. Kedua, 
kepemimpinan strategis domain maritim 
ke depan harus memahami aplikasi dan 
kemampuan saat ini dan potensi masa depan.. 

“Oleh karena itu, kita harus terbiasa dengan 
inovasi dan kepemimpinan melalui perubahan, 
di mana pemimpin strategis masa depan 
kita dapat mengantisipasi dan memimpin 
adaptasi dan inovasi yang cepat selama 
periode dinamis dalam peperangan di bawah 
persaingan global, politik kekuatan besar, dan 
teknologi yang mengganggu,” jelasnya.

Kesimpulannya, jelas Wibawanto,  teknologi 
yang muncul secara global dan disruptif harus 
dilihat sebagai fenomena yang menantang 
sekaligus oportunistik untuk dikelola dan 
dimanfaatkan.

Dirinya kemudian merekomendasikan 
beberapa hal. Dari segi kognitif, kita perlu 
memperdalam pemahaman tentang implikasi 
dari teknologi disruptif dan masa depan bagi 
musuh, pesaing, dan juga diri kita sendiri dan 
terhadap Negara lain. Kemudian Wibawanto 
juga mengatakan bahwa kita harus dapat  
memposisikan kecerdasan buatan, machine 
learning dalam lanskap strategis yang lebih 
besar untuk mengamankan kepentingan 
nasional.  Selain itu, ia juga menekankan 
perlunya pengaturan pendidikan 

Kemudian dari segi organisasi, Wibawanto 
menyarankan untuk membuat Psat 
Kecerdasan buatan bersamar, sinergi antar 
lemhannas RI dengan kementerian maritim 
dan investasi, urusan investasi, dengan MOD, 
dengan kementerian pertahanan, dengan 
cyber agency, dengan quad helix, dengan 
komunitas, pemangku kepentingan, pemangku 
kepentingan akademik, pemangku kepentingan 
pemerintah, dan juga machine learning dan 
aplikasi kecerdasan buatan lainnya untuk 
mempertahankan keunggulan komparatif dan 
efisiensi dibandingkan negara lain, dalam hal 
ekonomi dan militer.

Wibawanto tekankan Pentingnya Peran 
Manusia dalam Teknologi di Masa Depan
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Pertarungan antar kekuatan dalam 
perebutan pengaruh yang semakin 
keras, dengan pengerahan 
kemampuan militer dan teknologi, 

dan penguasaan wilayah maritim yang 
semakin agresif, telah mengubah tatanan 
geopolitik global ke arah yang semakin tidak 
menentu. Ada sepuluh catatan dari The 6th 
Jakarta Geopolitical Forum “Geo Maritime: 
Chasing the Future of Global Stability yang 
diselenggarakan pada 24 sampai 25 Agustus 
2022 yang disampaikan Direktur Pengkajian 
Ideologi dan Politik Debidjianstrat Lemhannas 
RI Drs. Berlian Helmy, M.Ec.

Pertama, sistem dunia melawan norma global 
dalam pergeseran hegemoni. Sistem dunia 
saat ini dicirikan dengan kekuatan hegemoni 
spasial yang saling terkait yang mendominasi 
norma global yang menentang. Di tahap ini, 
dari pandangan sistem dunia, bangkitnya 
tiongkok sebagai tantangan atas melemahnya 
amerika serikat tampaknya menandai 
awal dari fase transisi siklus baru dari satu 
hegemoni global ke hegemoni global lain. 

Kedua, kembalinya geopolitik klasik dengan 
teknologi otonom dalam spektrum ancaman 
yang luas. Dominasi kekuatan di militer 
dalam perang dingin baru antara dua 
kekuatan besar dalam strategi campuran 
oleh proxy di era geo lima pada konektivitas 

dan rantai pasokan. “Menurut saya ini akan 
mengesampingkan kerangka internasional 
hukum dan ketertiban serta perdamaian antar 
negara yang dapat mengancam kemerdekaan, 
kedaulatan, dan integritas wilayah semua 
negara,” jelas Berlian Helmy.

Ketiga, adalah persaingan strategis untuk 
hegemoni strategis. Maritim telah dibangkitkan 
sebagai ruang persaingan antara kekuatan-
kekuatan besar. Proyeksi kekuatan yang 
berlebihan berpotensi tidak dapat dihindari 
terhadap lawan, saingan, pesaing, yang dapat 
menyebabkan permainan menang-kalah 
yang ekstensif. Tapi ini merupakan tantangan 
ketika banyak negara tidak jatuh ke dalam 
kekacauan atau anarki.

Keempat, adalah gangguan konektivitas 
maritim. Lingkup maritim telah menjadi 
titik kebangkitan geopolitik kontemporer. 
Konektivitas dunia melalui maritim, 
bagaimanapun juga, akan berada di ruang 
yang retak karena aliran rantai pasokan 
yang dibatasi oleh perbedaan keterlibatan 
dengan konsep filosofis yang beragam di 
bawah ancaman risiko persaingan teknologi 
dan ekonomi Amerika serikat dan tiongkok. 
Ambiguitas strategis dari konteks konektivitas 
yang berlawanan telah mempersulit hubungan 
yang akan merusak ketahanan rantai pasokan 
global. Namun, yang dapat kami lakukan 

untuk membuang semua ini adalah dengan 
memastikan bahwa rantai pasokan terpercaya 
harus terus bekerja dengan kerja sama 
fungsional.

Kelima, adalah Konvergensi sistem maritim, 
digital, dan luar angkasa. Untuk menyesuaikan 
kompleksitas dinamika geopolitik, perlu 
dijalankan dalam waktu yang bersamaan untuk 
mencapai stabilitas dengan mengintegrasikan 
teknologi sistem maritim, digital, dan luar 
angkasa sebagai alat pengendali geopolitik. 
Sangat penting bagi kekuatan raksasa 
teknologi dari integrasi semacam itu dalam 
aplikasi untuk mencoba resolusi lanjutan 
dari potensi konflik.menempatkan cara kerja 
tersebut dapat memunculkan oembangkit 
kekuatan komitmen bersama untuk memenuhi 
kebutuhan pertahanan dan keamanan di dunia 
digital yang saling terkait.

Keenam, adalah peran ASEAN. Dalam 
menciptakan keseimbangan institusi regional 
yang eksklusif, ASEAN harus diperkuat 
dengan pengamanan yang lebih kooperatif 
atau perimbangan kelembagaan yang inklusif. 
Sebagai contoh liberal atau konstruktivis, 
ASEAN harus menekankan pada dialog 
yang lebih aktif tentang langkah-langkah 
membangun kepercayaan pada diplomasi 
pencegahan pada konflik yang dihasilkan 
dengan cara damai.

Sepuluh Catatan Jakarta Geopolitical Forum ke-6
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Pemilihan tema kajian adalah implementasi 
Visi Indonesia 2045 yang berdaulat, maju, 
adil, dan makmur melalui pilar pembangunan 
manusia Indonesia. “Diskusi hari ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan dan memperkaya 
berbagai ide, gagasan serta solusi, yang kemudian 
intisari hasil kajian berupa rekomendasi kebijakan 
(policy recommendation) akan disampaikan kepada 
Presiden RI,” ucap Deputi Pengkajian Strategik 
Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. dalam 
sambutan pembukaan kegiatan.

Sebagai narasumber, Direktur Agama, Pendidikan, dan 
Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Drs. Amich 
Alhumami, M.A., M.Ed., Ph.D. memaparkan ada tiga isu 
pokok dan tantangan pembangunan pendidikan, yakni 
accessibility, affordability, dan quality of education. 
Menurutnya, masih terdapat kesenjangan pada 
accessibility sarana dan prasarana sekolah. Lalu pada 
affordability terdapat dua kendala, yakni ekonomi dan 
kondisi wilayah. Kemudian pada quality of education 
harus merujuk pada hasil belajar siswa. 

Akselerasi 
Pendidikan 

Indonesia 
Maju 2045

Kajian Jangka Panjang Lemhannas RI:
Amich Alhumami menilai bahwa upaya 
pemerintah dalam meningkatkan layanan 
pendidikan menunjukkan pergerakan yang 
membaik sehingga banyak penduduk yang 
bisa sekolah. Namun menurutnya, karena 
adanya isu kesenjangan antar wilayah hal 
tersebut menjadi tidak cukup. Ia melihat 
masih banyak kecamatan yang tidak memiliki 
ketersediaan jenjang Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) sampai Sekolah Menengah 
Atas (SMA) sederajat.

Selain itu, Amich Alhumami juga 
menyampaikan bahwa tingkat penyelesaian 
pendidikan masih relatif rendah dengan 
berbagai faktor penyebabnya terutama 
dalam keterbatasan biaya.  Menyikapi kondisi 
tersebut pemerintah melaksanakan intervensi 
melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan 
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Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi Deputi Bidang Pengkajian 
Strategik Lemhannas RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) 

kajian jangka panjang “Akselerasi Pendidikan Indonesia Maju 2045” pada Senin 
(04/07/22) di Ruang Gatot Kaca, Gedung Astagatra Lantai 3, Lemhannas RI.
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Bantuan Operasional Sekolah (BOS). PIP 
sangat mendukung program wajib belajar dua 
belas tahun yang menjadi tanggung jawab 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta 
Kementerian Agama (Kemenag). Kombinasi 
PIP dan BOS juga memastikan jaminan atas 
layanan pendidikan, mencegah putus sekolah 
dan menjaga survival rate di sekolah yang 
berdampak pada peningkatan partisipasi 
pendidikan dan penyelesaian pendidikan. 
“Salah satu kebijakan penting yang menjadi 
milestone bagi pencapaian pendidikan inklusif 
dan pendidikan universal bagi warga Negara 
Indonesia,” ujar Amich Alhumami.

Pada kesempatan yang sama Direktur 
Informasi dan Komunikasi Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (IKPMK) 
Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kemkominfo) Republik Indonesia Drs. 
Wiryanta, M.A., Ph.D, menggarisbawahi 
makna dari transformasi digital, yakni 
mengubah dari analog menjadi digital yang 
lebih efisien dan efektif sehingga dapat 
meningkatkan kualitas dari sistem belajar 
mengajar terutama dalam kondisi pandemi 
Covid-19 saat ini.
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Wiryanta menilai bahwa transformasi 
digital dalam dunia pendidikan telah 
memungkinkan siswa dapat mengakses 
sumber pembelajaran lebih mudah, 
format pembelajaran yang interaktif, dan 
memperkuat kolaborasi dalam proses 
pembelajaran baik dalam kelas maupun 
luar kelas.

Sedangkan Rektor Universitas Terbuka 
Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D., 
membahas Pembelajaran Jarak Jauh 
(PJJ) yang terjadi saat pandemi Covid-19. 
Menurutnya hal yang sangat penting 
dan mendasar adalah terkait bahan ajar 
yang dipelajari anak didik. Ojat Darojat 
berpendapat bahwa bahan ajar harus 
didesain secara berbeda mengikuti 
kaidah mutu PJJ yang diiringi dengan 
pembekalan bagi para tenaga didik 
terkait kegiatan belajar mengajar terjadi di 
dunia maya.

Selanjutnya Direktur Kurikulum, Sarana 
Kelembagaan Madrasah Direktorat 
Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam 
Kementerian Agama Republik Indonesia 
(Kemenag RI) Prof Dr. H. Moh. Ishom, 

M.Ag memaparkan untuk peningkatan 
kualitas madrasah ada empat komponen 
dilakukan. Pertama, tata kelola dan 
manajemen madrasah negeri atau 
swasta baik dari aspek SDM maupun 
proses pembelajaran; kedua, penataan 
data yang valid dan lebih bisa diterima 
serta masuk akal; ketiga, pendidikan 
profesional berkelanjutan untuk para 
guru; dan keempat, asesmen kompetensi 
madrasah.

Di akhir paparan, para narasumber 
memberikan strategi dan rekomendasi 
terhadap akselerasi pendidikan untuk 
Indonesia. Rekomendasi tersebut 
diantaranya adalah perlu adanya program 
pembelajaran individual berbasis satuan 
kredit semester (SKS) sebagai inovasi 
pembelajaran, identifikasi dan asesmen 
yang memudahkan bagi peserta didik 
yang berkebutuhan khusus, layanan 
pendidikan yang bisa menjangkau 
seluruh pelosok nusantara, dan 
pemanfaatan teknologi pendidikan dalam 
mendukung inovasi pendidikan.
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Menurut Eddy O.S. Hiariej, hal tersebut 
penting untuk diketahui para Peserta PPRA 
63 Lemhannas RI agar tidak ada pandangan 
yang keliru dimana seolah-olah restorative 
justice menghentikan perkara. “Kalau yang 
berpandangan bahwa restorative justice 
itu menghentikan perkara, itu berarti dia 
meletakkan restorative justice itu diluar sistem 
peradilan pidana. Padahal dimanapun di 
dunia ini, restorative justice sebagai bagian 
integrated dari sistem peradilan pidana,” 
ujarnya.

Selanjutnya Eddy O.S. Hiariej juga 
menyampaikan lima pendekatan dalam 
restorative justice. Pertama adalah Court 
Based Restitutive and Reparative Justice, 
yakni melalui langkah-langkah restitusi 
dan reparasi yang merupakan dasar 
dari pengadilan. Ia menjelaskan bahwa 
pendekatan pertama tersebut sudah dilakukan 
oleh para Jaksa di Indonesia melalui Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) dengan melakukan tuntutan pidana 

Restorative Justice 
Tidak Menghentikan 
Perkara

Wamenkumham:

“Restorative justice dalam pengertian 
konsep proses adalah penyelesaian 
perkara pidana yang melibatkan aparat 

penegak hukum, pelaku, dan korban,” 
ucap Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Prof. Dr. Eddy 
O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. Hal tersebut 
disampaikan ketika memberikan ceramah 
kepada Peserta Program Pendidikan Reguler 
(PPRA) 63 Lemhannas RI pada, Rabu, 
(6/7/22) secara virtual.

Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa 
restorative justice memiliki dua pengertian 
yang dapat dilihat dari konsep nilai dan 
konsep proses. Restorative justice dari 
konsep nilai mengandung makna yang lebih 
menitikberatkan pada pemulihan korban 
dan bukan penghukuman, sedangkan 
sebagai konsep proses  restorative justice 
mengandung makna penyelesaian perkara 
pidana yang melibatkan aparat penegak 
hukum, pelaku, dan korban.

bersamaan dengan tuntutan penggantian 
kerugian. Kedua, yakni Victim Offender 
Mediation dimana dilakukan mediasi antara 
pelaku dan korban. Ketiga, Conferencing 
Initiatives yang biasanya ditujukan jika pelaku 
kejahatan masih dibawah umur. 

Berikutnya pada pendekatan ketiga, terdapat 
dua bentuk, yaitu family group concept 
dimana dilakukan mediasi keluarga korban 
dan keluarga pelaku dan police let community 
conferencing dimana polisi sebagai penjaga 
pintu gerbang utama dalam sistem peradilan 
pidana harus dapat mengusahakan hal 
tersebut. Keempat adalah Community 
Reparation Boards and Citizen Panels yang 
merupakan pendekatan yang melibatkan 
komunitas masyarakat setempat. Dan 
kelima, yakni Healing and Sentences Circle. 
Pendekatan kelima ini memiliki kemiripan 
dengan pendekatan pertama karena keduanya 
merupakan pendekatan dimana masyarakat 
menuntut ke pengadilan terkait kerugian yang 
diderita akibat perbuatan pidana. Kelima 
pendekatan restorative justice diatas sudah 
dikenal di Indonesia.

Mengakhiri ceramahnya, Eddy O.S. Hiariej 
mengungkapkan bahwa Kemenkopolhukam 
RI, Kemenkumham, Kementerian PPN/
Bappenas, Kejaksaan Agung, dan Polri  saat 
ini sedang menginisiasi dibentuknya peraturan 
pemerintah terkait restorative justice yang 
nantinya dapat menjadi parameter, standar, 
dan ukuran yang sama bagi seluruh pihak 
seperti Jaksa dan Polisi dalam menerapkan 
restorative justice. “Kita harus memadukan 
antara eksekutif dan yudikatif sehingga ada 
pada frekuensi yang sama, jadi betul-betul 
restorative justice ini diterapkan dengan 
standar dan parameter yang sama,” pungkas 
Eddy O.S. Hiariej.

Eddy O.S. Hiariej 
Wakil Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia
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Kegiatan dibuka oleh Deputi Pengkaji-
an Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. 
Ir. Reni Mayerni, M.P. Dalam sambu-
tannya, Reni Mayerni menyampaikan 

bahwa salah satu isu strategis nasional yang 
berkembang saat ini adalah menguatnya kem-
bali ideologi transnasional dengan berbagai 
bentuknya. Kecepatan ekspansi ideologi trans-
nasional bisa melampaui standar normal saat 
ini karena didukung pesatnya perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. “Mencermati 
hal tersebut, diperlukan cara-cara di luar kebi-
asaan untuk memperkuat nilai-nilai pancasila 
guna menghadapi rivalitas dan kompetisi den-
gan ideologi transnasional tersebut. Perluasan 
dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa 
dilakukan dengan cara-cara biasa,” tutur Reni 
Mayerni.

Pada kesempatan yang sama, Peneliti Utama 
BRIN Prof. Dr. Firman Noor, M.A. menyatakan 
bahwa demokrasi merupakan permasala-
han mindset yang hanya dapat tumbuh dan 
berkembang di negara-negara yang memi-
liki pandangan dan praktik demokrasi kuat. 
Oleh karena itu, Firman Noor menilai bahwa 
demokrasi tidak bisa diwujudkan dengan cara-
cara kekerasan. Menurut dirinya, hal yang 

Wamenkumham:Diperlukan Cara-Cara di Luar Kebiasaan untuk 
Memperkuat Nilai-Nilai Pancasila
Direktorat Pengkajian Ideologi Politik Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan Focus Group 
Discussion (FGD) yang bertema “Menyikapi Menguatnya Ideologi Transnasional dalam Rangka Konsolidasi Demokrasi” pada 
Senin (11/7/22) di Ruang Kresna Gedung Astagatra Lantai 4, Lemhannas RI, Jakarta.

terpenting dari demokrasi adalah values. Maka 
penting bagi masyarakat dalam membangun 
dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi 
bila ingin melakukan konsolidasi demokrasi. 
Salah satu elemen konsolidasi demokrasi, 
yakni penguatan civil society. Negara bertugas 
untuk mendukung dan memberikan ruang bagi 
civil society sebagai pendidik dan penguat 
akar demokrasi, agar penguatan nilai-nilai dan 
mindset demokrasi bisa berjalan dengan baik.

Terkait perkembangan teknologi, internet dap-
at dijadikan media untuk melakukan berbagai 
transaksi, komunikasi, interaksi dan kooperasi, 
yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan 
ekonomi suatu bangsa. Perang informasi siber 

digunakan untuk merubah mindset, perilaku, 
sikap dan tingkah laku masyarakat sehingga 
berpengaruh terhadap ideologi bangsa dan 
negara. Melihat dinamika tersebut, menjadi tu-
gas bersama dalam memberikan literasi, satu 
keyakinan dan satu kepastian bahwa pancasi-
la adalah satu-satunya kekuatan bangsa yang 
menjadi kebanggaan bersama kepada mas-
yarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Firman 
Noor menyampaikan bahwa suatu keharusan 
untuk mempertahankan pancasila khususnya 
sila ketiga, yakni persatuan Indonesia yang 
menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh 
rakyat Indonesia, karena itu adalah kekuatan 
dan center of gravity bangsa Indonesia.  

Pada sisi yang lain, ancaman yang paling 
rentan bagi generasi milenial adalah kea-
manan siber, sehingga ideologisasi dalam 
konteks transnasional terus meluas pengaruh-
nya di kalangan milenial. Hal yang lain seperti 
transnasional ekonomi dan budaya juga bisa 
menjerat kalangan milenial di berbagai aspek 
kehidupan demokrasi dan pancasila. Terkait 
hal tersebut, perlu melihat perkembangan 
teknologi dan media di era evolusi industri 
sebagai upaya untuk mengantisipasinya..

Turut hadir sebagai narasumber yaitu Direktur 
Keamanan Negara (Kamneg) Badan Intelijen 
Keamanan Kepolisian Republik Indonesia 
(Baintelkam Polri) Brigjen Pol Dr. Umar 
Effendi, S.I.K., M.Si., Ketua Bidang Sosial 
Budaya Dewan Analis Strategi Badan Intelijen 
Negara (BIN) Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan, 
S.U., Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber 
dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara 
(BSSN) Mayjen TNI Dominggus Pakel, S.Sos., 
M.M.S.I., Ketua Harian Komisi Kepolisian Na-
sional (Kompolnas) Irjen Pol (Purn) Dr. Benny 
Jozua Mamoto, S.H., M.Si., Ahli Psikologi 
Politik Universitas Indonesia Prof. Dr. Hamdi 
Muluk, M.Si., Guru Besar Universitas Islam 
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. 
Dr. Asep Usman Ismail, M.Ag., dan Dosen Se-
kolah Kajian Strategik dan Global Universitas 
Indonesia Dr. Amanah Nurish, M.A.

Mencermati hal tersebut, diperlukan cara-cara 
di luar kebiasaan untuk memperkuat nilai-
nilai pancasila guna menghadapi rivalitas 
dan kompetisi dengan ideologi transnasional 
tersebut. Perluasan dan pendalaman nilai-nilai 
Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-
cara biasa.

SEPUTAR KITA

Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni 
Mayerni, M.P.
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Mengantisipasi 
Potensi Konflik Pada 
Pemilu 2024 Penting 
Sejak Dini

P E N G K A J I A N  S T R A T E G I K
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Tim Kajian Deputi Bidang 
Pengkajian Strategik bertolak ke 
Provinsi Sulawesi Selatan untuk 
melakukan pengumpulan data 

kajian jangka panjang berjudul “Konflik 
Sosial dalam Pemilu dan Pencegahannya 
untuk Menyukseskan Pemilu 2024” pada 
Senin (12/7/2022). 

Pada Focus Group Discussion (FGD) 
dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan yang dipimpin Wakil Gubernur 
Lemhannas RI Letjen TNI Mohamad 
Sabrar Fadhilah menghadirkan 
narasumber  Sekretaris Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Dr. Abdul Hayat Gani, 
M.Si., Ketua KPU Sulawesi Selatan 
Faisal Amir, S.E., M.M., Ketua Bawaslu 
Sulawesi Selatan Drs. H. L. Arumahi, 
M.H., Direktur Media Fajar Koran Dr. Andi 
Faisal Syam, S.H., M.M., dan Asisten 
Pidana Umum Kajati Sulawesi Selatan 
Andi Dharmawangsa, S.H., M.H.

“Dalam rangkaian Pemilu serentak Tahun 
2024, terdapat sejumlah kepala daerah 
yang habis masa jabatannya sebelum 
pelaksanaan Pemilu, sehingga akan 
diisi dengan pejabat sementara kepala 
daerah yang akan ditunjuk oleh Presiden. 
Sebagai informasi, pada Tahun 2022 dan 
2023 terdapat 171 kepala daerah, yang 
terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, 
dan 39 kota, yang akan berakhir 
masa jabatannya.” kata Mohamad 
Sabrar Fadhilah saat menyampaikan 
sambutannya. 

Menyoroti hal tersebut, Lemhannas RI 
menilai kondisi itu harus dikelola dengan 
baik karena berpotensi menimbulkan 
perselisihan politik yang dapat menjadi 
pemicu timbulnya konflik di kemudian 
hari, terutama pada pemilu 2024. Sejalan 
dengan hal tersebut, Lemhannas RI 
juga melihat bahwa penyelenggaraan 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) perlu 

Potensi terjadinya kerusuhan pada Pemilu 2024, penting untuk mengantisipasi sejak 

dini. Apabila karena sesuatu hal, konflik sampai terjadi di sebagian besar daerah, 

tentu akan sangat sulit ditangani oleh aparat keamanan dan akan dapat berpengaruh 

langsung terhadap kondisi kamtibmas dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah

mendapat perhatian bersama karena 
sering terjadi konflik antarkelompok 
masyarakat di sejumlah daerah. “Potensi 
terjadinya kerusuhan pada Pemilu 
2024, penting untuk mengantisipasi 
sejak dini. Apabila karena sesuatu hal, 
konflik sampai terjadi di sebagian besar 
daerah, tentu akan sangat sulit ditangani 
oleh aparat keamanan dan akan 
dapat berpengaruh langsung terhadap 
kondisi kamtibmas dan keberhasilan 
penyelenggaraan Pemilu 2024,” ujar 
Mohamad Sabrar Fadhilah.

Semua kondisi tersebut perlu 
mendapat perhatian yang serius dari 
pemerintah dan segera melakukan 
upaya pencegahan yang komprehensif. 
Karena bila tidak, akan dapat berpotensi 
menimbulkan konflik horizontal yang 
dapat memecah belah persatuan dan 
kesatuan bangsa. Oleh karena itu, 
Lemhannas RI melalui Deputi Bidang 
Pengkajian Strategik menyusun kajian 
dan menyelenggarakan FGD guna 
mencari solusi pencegahan konflik sosial 
dalam pemilu untuk menyukseskan 
Pemilu 2024. Hasil kajian yang disusun 
akan menjadi masukan kepada Presiden 
RI dalam bentuk rekomendasi kebijakan 
strategis.

Selain melaksanakan FGD dengan 
Pemprov Sulawesi Selatan, rombongan 
Lemhannas RI juga melaksanakan FGD 
dengan Universitas Hasanudin, FGD 
Polda Sulawesi Selatan, FGD dengan 
Universitas Negeri Makassar. Turut 
serta dalam rombongan, yakni Deputi 
Pengkajian Strategik Lemhannas RI 
Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., Tenaga 
Profesional Bidang Hankam dan Padnas 
Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) Dr. I 
Gusti Putu Buana, S.A.P., M.Sc., Tenaga 
Pengajar Bidang Strategi Lemhannas 
RI Mayjen TNI Kup Yanto Setiono, M.A., 
dan Tenaga Pengkaji Bidang Sumber 
Kekayaan Alam (SKA) Lemhannas RI 
Marsma TNI Rolland Dulista G. Waha.
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Dalam rangka memperingati Hari 
Kemerdekaan ke-77 Republik 
Indonesia, Kedutaan Besar 
Republik Indonesia (KBRI) di 

Singapura menyelenggarakan Seminar 
Enhancing Indonesia – Singapore 
Relations in the Era of Uncertainties pada 
Kamis (4/8/2022) dengan menghadirkan 
Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto 
sebagai narasumber. Kegiatan tersebut 
bertujuan untuk mendorong kolaborasi 
dan pertukaran pandangan yang diikuti 
sejumlah peserta yang terdiri dari 
perwakilan pemerintah dan akademisi  
dari berbagai universitas dan lembaga 
think tank di Singapura.

Pada kesempatan tersebut, Andi 
Widjajanto menyampaikan paparan 
dengan judul “Geopolitical Challenges and 
Indonesia-Singapore Defense-Security 
Cooperation. Gubernur Lemhannas 
RI menjelaskan mengenai perjanjian 

Gubernur Lemhannas RI Menjadi Narasumber 
dalam Seminar Enhancing Indonesia – Singapore 

Relations in the Era of Uncertainties
pertahanan dan keamanan antara 
Indonesia dan Singapura serta diplomasi 
pertahanan Indonesia. Selain itu, ia juga 
menyampaikan kondisi geopolitik saat ini 
dan kerjasama yang dapat digali pada 
bidang pertahanan secara bilateral antara 
Republik Indonesia dengan Singapura, 
khususnya yang dapat mendukung dalam 
konteks keamanan dan geopolitik saat ini di 
wilayah Indo Pasifik.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Duta 
Besar Republik Indonesia untuk Singapura 
Suryo Pratomo sebagai pembicara kunci 
serta Siwage Dharma Negara, Ph.D dari 
ISEAS Yusof Ishak Institute Singapore dan 
Evan A. Laksamana, Ph.D dari Lee Kuan 
Yew School of Public Policy Singapore 
selaku narasumber, serta moderator Jane 
Chan Git Yin, dan Deputi Pengkajian 
Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni 
Mayerni, M.P. yang mendampingi Gubernur 
Lemhannas RI. 

SEPUTAR KITA
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Indonesia, Kedutaan Besar 
Republik Indonesia (KBRI) di 

Singapura menyelenggarakan Seminar 
Enhancing Indonesia – Singapore 
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geopolitik saat ini dan kerjasama yang 
dapat digali pada bidang pertahanan 
secara bilateral antara Republik Indonesia 
dengan Singapura, khususnya yang dapat 
mendukung dalam konteks keamanan dan 
geopolitik saat ini di wilayah Indo Pasifik.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Duta 
Besar Republik Indonesia untuk Singapura 
Suryo Pratomo sebagai pembicara kunci 
serta Siwage Dharma Negara, Ph.D dari 
ISEAS Yusof Ishak Institute Singapore dan 
Evan A. Laksamana, Ph.D dari Lee Kuan 
Yew School of Public Policy Singapore 
selaku narasumber, serta moderator Jane 
Chan Git Yin, dan Deputi Pengkajian 
Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni 
Mayerni, M.P. yang mendampingi Gubernur 
Lemhannas RI. 

Kuliah Umum 
Gubernur 

Lemhannas 
RI di RSIS 

Singapura

Relations in the Era of Uncertainties pada 
Kamis (4/8/2022) dengan menghadirkan 
Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto 
sebagai narasumber. Kegiatan tersebut 
bertujuan untuk mendorong kolaborasi 
dan pertukaran pandangan yang diikuti 
sejumlah peserta yang terdiri dari 
perwakilan pemerintah dan akademisi  dari 
berbagai universitas dan lembaga think 
tank di Singapura.

Pada kesempatan tersebut, Andi Widjajanto 
menyampaikan paparan dengan judul 
“Geopolitical Challenges and Indonesia-
Singapore Defense-Security Cooperation. 
Gubernur Lemhannas RI menjelaskan 
mengenai perjanjian pertahanan dan 
keamanan antara Indonesia dan Singapura 
serta diplomasi pertahanan Indonesia. 
Selain itu, ia juga menyampaikan kondisi 

SEPUTAR KITA
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Presiden Joko Widodo 
Menyambut Baik Seminar 
Nasional PPRA 63

Peserta Program Pendidikan 
Reguler Angkatan 
(PPRA) 63 Lemhannas RI 
menyelenggarakan Seminar 

Nasional dengan tema “Tantangan Pemilu 
2024: Mereduksi Politik Identitas” pada 
Selasa (9/8/2022) di Auditorium Gadjah 
Mada, Lemhannas RI. 

Dalam seminar tersebut, Presiden 
Republik Indonesia Ir. H. Joko 
Widodo menjadi keynote speaker dan 
menghadirkan empat narasumber, yakni 
Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, 
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 
Dr. Drs. Bahtiar, M.Si., Staf Khusus 
Menteri Komunikasi dan Informasi Bidang 
Digital dan SDM Dedy Permadi, Ph. D., 
dan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli 
Kurnia Tandjung.

Joko Widodo dalam keynote speech nya 
mengatakan bahwa Pemilu serentak akan 
menjadi ujian yang sesungguhnya bagi 
bangsa Indonesia dalam menjalankan 
demokrasi. Lebih lanjut, ia menekankan 
bahwa pemilu serentak bukanlah sekadar 
menjalankan mandat demokrasi tahun 
1998, tapi harus dapat menunjukkan 
bahwa Indonesia adalah negara dengan 
demokrasi yang matang. 

Presiden menjelaskan bahwa Indonesia 
telah melakukan lima kali pemilu secara 
berturut-turut dengan aman, tenang, 
dan damai. Dua pemilu ke depan, 
yakni tahun 2024 dan tahun 2029, 
menurutnya akan menjadi tahapan 
konsolidasi demokrasi Indonesia dengan 
kelembagaan pemilu sudah semakin 
kuat sehingga proses penyelenggaraan 
pemilu lebih disederhanakan dengan 
melakukan adopsi teknologi digital dan 
semakin terbukanya ruang partisipasi 
elektoral untuk aktif berdialog terkait isu-
isu strategis.

“Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 
serentak tahun 2024, kita berkomitmen 
melaksanakannya dengan baik agar 
demokrasi tetap hidup dan semakin 
berkualitas, melahirkan pemerintah 
dengan legitimasi yang kuat,” ujar Joko 
Widodo. Namun, dalam mewujudkan 
hal tersebut, ia berpendapat bahwa 
Indonesia harus menyiapkan diri 
menghadapi berbagai tantangan seperti 
masalah teknis persiapan pemilu, 
partisipasi pemilih, transparansi, dan 
tata kelola pemilu yang akuntabel, dan 
masalah kampanye.

Joko Widodo juga menjelaskan bahwa 
situasi yang dihadapi Indonesia saat ini, 
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membutuhkan komitmen bersama, persatuan 
dari seluruh pihak, soliditas seluruh elemen 
bangsa, pemerintahan yang kuat dan tenang 
yang bekerja dengan sungguh, serta stabilitas 
politik dan keamanan untuk mengatasi 
tantangan di masa yang akan datang. Selain 
itu, menurutnya, para kontestan pemilu juga 
harus diingatkan agar menjalankan kampanye 
yang semakin berkualitas dan menyehatkan 
demokrasi. 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI 
menekankan agar kampanye yang dilakukan 
bukanlah kampanye dengan gontok-gontokan 
yang dapat merusak tatanan bangsa. “Kita 
harus memulai kampanye yang mengurangi 
mobilisasi massa dan memanfaatkan teknologi 
informasi sehingga melahirkan kampanye 
yang berintegritas, yang menolak penggunaan 
politik sara dan politik identitas, yang lebih 
mengutamakan ide dan gagasan. Karena yang 
ingin kita bangun bukan demokrasi idola, tapi 
demokrasi gagasan,” tegasnya.

Joko Widodo juga menyoroti sesanti 
kelembagaan Lemhannas RI, yakni 
Tanhanna Dharmma Mangrva. Presiden 
RI menyampaikan bahwa sesanti tersebut 
dirumuskan untuk mempersatukan dan 
memastikan kemajemukan menjadi pilar 
persatuan dan mengarahkan bangsa 
Indonesia untuk merajut kebhinnekaan 
menjadi satu persaudaraan yang abadi. Terkait 
dengan hal tersebut, Seminar Nasional PPRA 
63 dinilai telah mengaktualisasikan sesanti 
tersebut dalam mereduksi politik identitas.

“Saya harap seminar ini menghasilkan 
kebijakan yang dapat diimplementasikan 
dengan baik untuk memperkuat konsolidasi 
demokrasi dengan merumuskan strategi 
utama dalam mereduksi politik identitas 
dan juga melakukan adopsi teknologi 
dalam infrastruktur digital demokrasi untuk 
melahirkan pemilu yang lebih baik,” pungkas 
Joko Widodo.

Sependapat dengan Presiden RI, Gubernur 
Lemhannas RI dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa topik Seminar 
Nasional PPRA 63 Lemhannas RI disatu sisi 
menghadirkan peluang saat bangsa Indonesia 
akan menuju kematangan demokrasi. Namun, 
disisi lain akan melahirkan tantangan.

Gubernur Lemhannas RI menekankan bahwa 
demokrasi merupakan mandat dari sila ke-4 
Pancasila, yakni diharuskan menghasilkan 
sistem pemerintahan yang berbasis 
kerakyatan dan dilakukan secara musyawarah 
mufakat. Namun, jangan sampai implementasi 
sila ke-4 Pancasila tidak mengarah pada 
penguatan sila ke-3 Pancasila dan menjadi 
tantangan tersendiri. Sayangnya, politik 
identitas dapat memperbesar tantangan 
tersebut.

Dengan melakukan demokrasi sebagai 
implementasi Sila ke-4 Pancasila yang 
mengukuhkan pelaksanaan Sila ke-3 
Pancasila, bangsa Indonesia akan berhasil 
memperkuat peradaban politik yang 
berdasarkan Sila ke-2 dan diharapkan dapat 
mewujudkan kesejahteraan sosial dengan 
prinsip keadilan pada Sila ke-5. “Tantangan 
terbesar kita adalah jangan sampai justru 
Sila Pertama yang dijadikan dasar dan 
yang dijadikan senjata tarung utama dapat 
mengoyak bangsa ini, (malah) dari situlah 
pengerasan faktor identitas agama bisa 
terjadi,” ujar Andi Widjajanto.

Oleh karena itu, Seminar Nasional PPRA 63 
diharapkan dapat menghasilkan terobosan 
kebijakan yang komprehensif dalam 
mereduksi politik identitas yang menjadi salah 
satu bagian dari kematangan demokrasi dan 
ruang dialog aspirasi publik yang terbuka lebar 
sehingga akan menguat dalam demokrasi 
prosedural dan dari segi demokrasi substantif.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur 
Lemhannas RI juga menyampaikan terima 

kasih kepada narasumber yang hadir dan 
terutama kepada Presiden RI yang sudah 
meluangkan waktu untuk memberikan 
sambutan kunci yang juga menjadi arahan 
strategis, bukan saja untuk Lemhannas RI 
tapi untuk semua pihak dalam memastikan 
konsolidasi demokrasi menuju kematangan 
politik di 2024 akan tercapai.

Sementara itu, Ketua Seminar Kombes Pol. 
H. Muhammad Sabilul Alif, S.H., S.I.K., M.Si. 
dalam laporannya menyampaikan bahwa 
sejak Pemilu 2014 demokrasi Indonesia 
terus diwarnai praktik politik identitas. 
Praktik tersebut, tidak hanya berakibat 
pada miskinnya pertarungan ide dan 
gagasan yang semestinya menjadi esensi 
kampanye dan kontestasi pemilu, tetapi 
juga dapat berdampak jauh lebih buruk yaitu 
memecah belah bangsa dan memperlambat 
perkembangan demokrasi di Indonesia.

Menyoroti hal tersebut dan menjelang Pemilu 
2024, PPRA 63 Lemhannas RI memandang 
perlu adanya pemetaan masalah dan 
langkah-langkah yang dilakukan dalam 
mereduksi praktik politik identitas. Oleh karena 
itu, PPRA 63 Lemhannas RI menggagas 
seminar dengan tema “Tantangan Pemilu 
2024: Mereduksi Politik Identitas” untuk 
menemukan faktor-faktor yang menjadi latar 
belakang politik identitas dalam proses Pemilu 
di Indonesia sehingga dapat melakukan 
refleksi atas munculnya praktik politik identitas 
dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, 
Pilkada 2017, dan Pemilu 2019 di Indonesia, 
merumuskan analisis resiko dan ancaman 
politik identitas terhadap eksistensi dan masa 
depan demokrasi Indonesia, serta menyusun 
langkah-langkah untuk mereduksi praktik 
politik identitas di dalam penyelenggaraan 
Pemilu 2024 di Indonesia.
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Gubernur Lemhannas RI Andi 
Widjajanto resmi menutup 
rangkaian Program Pendidikan 
Reguler Angkatan (PPRA) 63 

pada Selasa (16/8/22), di Ruang Dwi Warna 
Purwa, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI. 

“Selamat bertugas kembali ke instansi 
masing-masing. Pimpinlah instansi itu, harus 
bergerak ke arah level pembuat kebijakan 
strategis yang berpengaruh ke masa depan 
Indonesia, berpengaruh ke 200 juta penduduk, 
memastikan Indonesia bergerak ke Indonesia 
yang lebih baik dan maju di tahun 2045,“ ujar  
Andi Widjajanto ketika memberikan sambutan.

Seperti diketahui PPRA 63 yang telah 
berlangsung selama tujuh bulan sejak dibuka 
pada Januari 2022 yang lalu, diikuti sebanyak 

Program Pendidikan Reguler Angkatan 63 Resmi 
Ditutup oleh Gubernur Lemhannas RI

100 peserta yang berasal dari berbagai latar 
belakang yang terdiri dari 7 peserta dari 
lembaga negara; 7 peserta dari kementerian; 
4 peserta dari pemerintah provinsi; 6 peserta 
dari partai politik; 2 peserta dari DPRD; 9 
peserta dari organisasi masyarakat; 3 peserta 
dari LLDIKTI; 4 peserta dari perseroan 
terbatas; 40 peserta dari TNI, dan 18 peserta 
dari POLRI.

Seluruh peserta PPRA 63 telah menjalani 400 
unit pembelajaran yang terbagi dalam dua 
tahap. Pada Tahap I para peserta mengikuti 65 
unit pembelajaran yang berlangsung selama 
enam minggu dan  335 unit pada Tahap II 
yang berlangsung sepanjang 22 minggu. 
Dalam unit pembelajaran para peserta 
menggunakan empat metode pembelajaran 
yaitu ceramah, diskusi panel, diskusi studi 

kasus, dan esai. Selama mengikuti pendidikan 
selama tujuh bulan, peserta PPRA 63 juga 
telah mengikuti Blok I yang terdiri dari Uji 
Proposal, Bidang Studi Inti, Hubungan 
Internasional, Strategi, dan SSDN; Blok II yang 
terdiri dari Bidang Studi Inti Gatra; Blok III 
yang berisi Olah Sistem Manajemen Nasional 
(OS); dan diakhiri dengan Blok IV, yang terdiri 
dari Taskap dan Seminar.

Pada upacara penutupan PPRA 63, Gubernur 
Lemhannas RI memberikan penghargaan 
kepada Kombes Pol. H.M. Sabilul Alif, S.H., 
S.I.K., M.Si. atas Predikat Akademik terbaik 
dan penghargaan Wibawa Seroja Nugraha 
serta kepada Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H., 
M.D.A. yang meraih Predikat Kertas Karya 
Ilmiah Perseorangan Terbaik.

SEPUTAR KITA

Selamat bertugas kembali ke instansi masing-masing. Pimpinlah instansi itu, harus 
bergerak ke arah level pembuat kebijakan strategis yang berpengaruh ke masa depan 

Indonesia, berpengaruh ke 200 juta penduduk, memastikan Indonesia bergerak ke 
Indonesia yang lebih baik dan maju di tahun 2045

 Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto
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Lemhannas RI menyelenggarakan 
Upacara Peringatan Hari Ulang 
Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik 
Indonesia pada Rabu (17/8/22), di 

Lapangan Tengah Lemhannas RI. Upacara 
pengibaran bendera yang diikuti oleh seluruh 
personel Lemhannas RI dan peserta PPRA 64 
dipimpin oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI 
Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah sebagai 
inspektur upacara. “Selama 77 tahun, bangsa 
Indonesia terus membuktikan eksistensi 
bangsa ini untuk selalu berkomitmen menjadi 
satu identitas bangsa, yakni Negara Kesatuan 
Republik Indonesia,” ucap Mohamad Sabrar 
Fadhilah saat membacakan amanat dari 
Gubernur Lemhannas RI.  

Lebih lanjut, Mohamad Sabrar Fadhilah 
menyampaikan bahwa pada tahun 2022 di 
HUT ke–77 Republik Indonesia terasa sangat 
istimewa karena Indonesia terpilih menjadi 
Presidensi G20. “Tema Presidensi G20 
Indonesia adalah “Recover Stronger, Recover 
Together”, selaras dengan tema Hari Ulang 
Tahun ke – 77 Republik Indonesia, yaitu “Pulih 

Wamenkumham:
Peringati HUT ke-77 Kemerdekaan RI, Lemhannas RI 
Bergotong Royong Membantu Indonesia Pulih Lebih 
Cepat dan Bangkit Lebih Kuat

Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”,” ungkapnya.

Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan 
Republik Indonesia merupakan refleksi dari 
nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika 
yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam 
menghadapi tantangan yang ada. Dasar-dasar 
negara menuntun bangsa Indonesia untuk 
pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat untuk 
membawa Indonesia Maju Menuju Indonesia 
Emas 2045. 

Sejalan dengan hal tersebut, Lemhannas RI 
memiliki peran dan fungsi dengan memberikan 
sumbangsih positif dan konstruktif bagi 

bangsa dalam bidang pendidikan pimpinan 
tingkat nasional, pengkajian strategik, dan 
pemantapan nilai-nilai kebangsaan demi 
pembangunan nasional yang adil dan merata 
sehingga dapat mewujudkan ketahanan 
nasional yang tangguh.

Mengingat pentingnya tugas dan fungsi 
Lemhannas RI, Mohamad Sabrar Fadhilah 
berharap seluruh personel terus menjunjung 
tinggi persatuan. “Dengan berlandaskan 
semangat gotong royong dan soliditas yang 
tinggi, Lemhannas RI mampu membantu 
bangsa Indonesia untuk pulih lebih cepat dan 
bangkit lebih kuat,” ujar Mohamad Sabrar 
Fadhilah. 

Menutup amanat Gubernur Lemhannas RI, 
Mohamad Sabrar Fadhilah mengingatkan 
dan mengajak seluruh anggota dan peserta 
pendidikan Lemhannas RI, agar saling 
bergotong royong serta bersinergi tidak hanya 
dalam melaksanakan tugas, peran, dan 
fungsi Lemhannas RI, namun juga membantu 
Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit 
lebih kuat demi kemajuan bangsa dan negara.

Dengan berlandaskan semangat 
gotong royong dan soliditas yang 
tinggi, Lemhannas RI mampu 
membantu bangsa Indonesia 
untuk pulih lebih cepat dan 
bangkit lebih kuat.

SEPUTAR KITA

Wakil Gubernur Lemhannas RI Mohamad Sabrar Fadhilah
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Gubernur Lemhannas RI Andi 
Widjajanto menjadi pembicara 
dalam Temu Korps Perwira 
Kavaleri T.A. 2022 dan Webinar 

Nasional dengan tema “Sinergi Membangun 
Kavaleri Profesional”. Kegiatan tersebut 
diselenggarakan oleh Pusat Kesenjataan 
Kavaleri (Pussenkav) Kodiklat TNI Angkatan 
Darat pada Jumat (26/8/2022) di Gedung 
Manunggal, Mapussenkav, Bandung, Jawa 
Barat.

Pada kesempatan tersebut, Andi Widjajanto 
menyampaikan paparan yang berjudul 
“Peperangan Abad XXI dan Peran Satuan 
Kavaleri”. Menurutnya, perkembangan 
teknologi perlu diperhatikan apakah terjadi 
lompatan, yang disebut juga Revolution of 
Military Affairs (RMA), atau tidak. Jika tidak 
terjadi lompatan teknologi atau RMA maka 
bisa lebih rileks dalam merencanakan masa 
depan. Namun, jika ada lompatan teknologi 
secara signifikan, maka perlu segera dilakukan 
penyesuaian.

Sejalan dengan hal tersebut, Andi Widjajanto 
memandang bahwa sesanti dari Kavaleri yakni 
Tri Daya Cakti masih sangat relevan dengan 
kondisi saat ini. Jika melihat dari evolusi 
teknologi kavaleri, lompatan teknologi tank 
juga cenderung belum akan terjadi setidaknya 
sampai tahun 2030. Menurutnya, saat ini 
menjadi waktu terbaik untuk Pussenkav 
untuk mempelajari tren kavaleri ke depannya. 
“Bukan membuatnya tidak relevan, tapi justru 
makin relevan,” ujarnya.

Disisi lain, satu hal yang masih menjadi 
kelemahan sampai saat ini adalah jarangnya 
pemetaan order of battle. Terkait dengan hal 
tersebut, Lemhannas RI atas permintaan 
Kemhan sedang akan melakukan rapat kajian 
tentang industri pertahanan. Lemhannas RI 
akan menyusun cara baru untuk menghitung 
kebutuhan alutsista di TNI dengan tidak 
berfokus pada gelar, tetapi difokuskan pada 
order of battle.

Sesanti Tri Daya Cakti 
Masih Relevan Hingga 
Kini

Gubernur Lemhannas RI: 

Selanjutnya, mengenai prakiraan perang abad 
XXI, Andi Widjajanto menyarankan untuk 
membaca studi yang disusun oleh O’Hanlon. 
Dalam salah satu buku yang disusunnya, 
O’Hanlon mengamati perkembangan teknologi 
militer dari tahun 2000 sampai tahun 2020. 
Dengan meneliti perkembangan teknologi 
militer dari tahun 2000 sampai tahun 2020, 
O’Hanlon kemudian menyimpulkan tidak 
terjadi Revolution of Military Affairs (RMA). 
Pada dasarnya cara berperang di awal tahun 
2000an sampai perang Rusia-Ukraina masih 
serupa dengan cara berperang di Perang 
Dunia II.

Hal tersebut menunjukkan belum adanya 
revolusi teknologi militer yang signifikan. 
Namun, O’Hanlon memprediksi pada tahun 
2030, revolusi teknologi militer yang terjadi 
akan semakin matang untuk berperang di 
tahun 2060. “Kita masih punya waktu ke depan 
bagaimana kita mempelajari teknologinya, tapi 
yang jelas tiga daya dari satuan kavaleri, yakni 
daya hancur, daya gerak, dan daya kejut itu 
tetap berlaku,” pungkas Andi Widjajanto.
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Laksamana Muda TNI Edi Sucipto, 
S.E., M.M., M.Tr. Opsla adalah anak 
ketiga dari lima bersaudara yang 
terlahir dari keluarga prajurit ABRI. 

Pria yang memiliki panggilan kecil ‘Cip’ ini 
menghabiskan masa kecilnya di lingkungan 
Pusat Pendidikan Polisi Militer Angkatan Darat 
di Cimahi, Jawa Barat. “Setelah sekitar usia 
2-3 tahun, saya dibawa orang tua dibesarkan 
di Pusdik Pom, Cimahi” ujarnya yang saat ini 
menjabat Deputi Kebangsaan Lemhannas RI.

Menurut pria yang sebelumnya menjabat 
Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Kekayaan 

Alam Lemhannas RI, keluarganya 
bukanlah keluarga yang berlebih, 
mengingat sang ayah berprofesi 
sebagai prajurit Tamtama hingga 
Sertu Anumerta Bintara ABRI. 
Bahkan sebelum dirinya mulai 
duduk di bangku sekolah Edi 
Sucipto kecil kerap membantu 
keluarganya berjualan. “Pagi 
mulai jam lima itu saya sudah 
berjualan makanan berupa 
goreng-gorengan untuk 
tambahan lauk tambahan 
buat para prajurit yang 
sedang pendidikan,” 
ucap pria yang lahir 57 
tahun silam. “Menjelang 
kelas 6 SD, setelah 
perekonomian 
ibu saya sudah 
membaik, 

EDI SUCIPTO
LAKSAMANA MUDA TNILAKSAMANA MUDA TNI

“Tuhan memberikan sesuatu itu sudah 
terukur dan tidak pernah salah…”

S.E., M.M., M.Tr. OpslaS.E., M.M., M.Tr. Opsla

PROFIL PEJABAT
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berjualannya mulai diubah yang tadinya 
melibatkan kita sebagai anak-anak untuk 
berjualan, kemudian berjualan di rumah 
seperti toko kelontong,” kenangnya.

Tinggal dan besar di lingkungan tentara, 
telah membuat dunia militer menjadi bagian 
hidup yang tak terpisahkan bagi seorang 
Edi Sucipto. Namun, baru setelah sang 
ayah wafat, dirinya mulai memutuskan untuk 
bergabung menjadi seorang prajurit TNI. 
“Karena bapak saya meninggal, kebetulan 
dua kakak saya di atas masih sekolah, adik 
saya di bawah dua masih sekolah. Sementara 
kehidupan rumah tangga orang tua semua 
tergantung kepada ibu saya. Sehingga saya 

harus memilih, harus 
berpikir 

meringankan beban orang tua,” ujar pria 
lulusan AKABRI tahun 1988.

Edi Sucipto mengakui bahwa Angkatan Laut 
bukanlah pilihan pertamanya saat penentuan 
matra sebelum dirinya menjalani pendidikan 
di AKABRI. “Ketika saya ikut tes itu, saya 
kan ditanya. Pilihannya apa kalau mau 
masuk matra. Sehingga dulu pilihnya yang 
pertama adalah darat, polisi, kemudian laut, 
baru udara,” jelasnya. Setelah mengikuti 
rangkaian tes, ternyata takdir membawa 
Edi Sucipto untuk menjadi seorang perwira 
Angkatan Laut. “Jadi saya mengisi itu sesuai 
dengan pengaruh lingkungan dimana saya 
besar dan  mempengaruhi kejiwaan saya, 
sehingga saya memilih itu. Karena saya nggak 
tahu laut seperti apa, saya sekarang jadi 
sangat cinta dan bangga tidak semata mata 
sebagai Angkatan Lautnya, namun setelah 
tahu banyak betapa hebatnya Indonesia 
yang Negara kepulauan ini, bahkan seingat 
saya tahun 1993 dalam rangka Hari Marinir 
saya sempat ikut Renang nyebrang selat 
Sunda dari Bakauheni hingga Cilegon, yang 

harusnya ke Merak karena terbawa arus” 
tegas pria yang dianugerahi Bintang 
Yudha Dharma Pratama pada 2019 lalu 
atas jasa baktinya dalam pelaksanaan 
tugas militer.

Pasca lulus dari AKABRI dan bergabung 
dengan Korps Pelaut, Edi Sucipto harus 
menjalani Pendidikan Perwira Siswa 
(Dikpasis) selama 12 bulan. Menjelang 

berakhirnya Dikpasis, dirinya merupakan salah 
satu siswa yang lolos tes untuk mengikuti 
Pendidikan Brevet sebagai pemenuhan 
kebutuhan organisasi di tubuh Angkatan 
Laut.  “Kelulusan hasil tes saat itu, seingat 
saya lulus untuk  pengawak kapal selam dan 
pasukan katak, namun hasil diputuskan harus 
bergabung ke pasukan katak,” kenangnya.

Selama 13 bulan selepas “hell week” dan 
pendidikan, menjadi bagian dari Komando 
Pasukan Katak (Kopaska), Edi Sucipto 
berhasil menyelesaikan segala tugas dan 
operasi militer yang dibebankan  padanya.  
Hal tersebut memberikan kesempatan 
baginya untuk bergabung dalam jajaran elit 
pasukan anti teror Angkatan Laut, Detasemen 
Jalamangkara (Denjaka). “Ya pastinya banyak 
makan asam garam. Seingat saya, sepertinya 
baru saya yang seorang Pelaut dari akademi 
yang bergabung di satuan tersebut. Habis itu 
ada adik kelas saya Korps elektro, selanjutnya 
sudah kurang menikuti karena lainnya selama 
ini hanya diisi oleh Marinir yang memang 
basicnya Pasukan pasukan pendarat,” ujarnya 
yang bertugas di Denjaka selama periode 
tahun 1992-2000.

Selama berdinas dan melakukan operasi, 
ada satu kejadian yang masih melekat dalam 
ingatan Edi Sucipto. Di tahun 1997, saat 
satuan kecil melakukan operasi militer, masuk 
dari sisi selatan Timor Leste bersama sama 
di “sayap kiri” saya ada teman-teman dari 
Kopassus TNI AD dan di “sayap Kanan” Saya 

DEPUTI KEBANGSAAN LEMHANNAS RIDEPUTI KEBANGSAAN LEMHANNAS RI
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ada Tim dari Denjaka yang lain, seluruhnya 
bergerak ke utara. Tim saya sempat kontak 
senjata, yang ternyata “salah lirik” di tengah 
hutan belantara yang menimbulkan satu 
korban rakyat setempat sebagai petunjuk 
jalan kelompok berburu dari satuan lain harus 
terluka dengan tiga tembakan di tubuh dan 
satu kena senjata, walaupun akhirnya tetap 
hidup, karena kecekatan anak buah yang juga 
dilatih menangani luka tembak dan karena 
kecepatan dukungan udara ketika itu, yang 
direspon cepat oleh Komandan saya Pak 
Alfan Baharudin waktu itu,” tutur pria yang 
sempat menjadi Komandan Tim A Detasemen 
Jalamangkara.  Dari perintah operasi sangat 
jelas tidak ada satuan lain di “kolam”, tetapi 
ternyata ada “satuan tetangga” berburu cukup 
jauh. 

Kejadian lain yang menurut Edi Sucipto 
menjadi salah satu ingatan dalam hidupnya 
saat dirinya mengalami malfunction ketika 
melakukan terjun tempur freefall. “Ketika itu 
menjelang maghrib saya terjun bertujuh orang, 
dari Heli Bell 412. Waktu itu saya di-drop 
tidak terlalu tinggi karena agak mendung, dari 
ketinggian 6500 feet,” ungkap pria yang telah 
menjalani Accelerated Freefall Terjun Bebas 
pada tahun 1997. Sebagai orang ke-4 yang 
terjun, dirinya tak menyangka bahwa payung 
utama yang dibawanya malfunction, Bag 
Lock, tidak bisa terkembang. “Saya sudah 
buka ketinggian 2500 feet, dan harusnya 
pilot sut parachute menarik payung pokok. 
Saya sempat berhitung ketika “mencabut” 
payung, seribu, dua ribu, tiga ribu, lima 
ribu, saya pastikan tidak terbuka, akhirnya 
harus membuka payung cadangan, sedang 
payung utamanya saya buang, dan ternyata 
dimungkinkan ketika jatuh bebas terbangnya 
stabil, sehingga pilot sut tidak mendapat 
tekanan angin karena tertutup beban tubuh 
saya yang juga sedang membawa ransel, 
dan begitu juga perkiraan kawan yang loncat 
dibelakang saya” kenangnya. 

Menurut Edi Sucipto, walaupun ada, tidak 
banyak orang yang pernah mengalami hal 
semacam itu, dimana keadaan tersebut 
menuntut kecepatan dan kemampuan untuk 
mengambil keputusan dengan cepat dan 
tepat dan secara sadar dalam kecepatan 
jatuh. “mungkin Itu juga alasan kenapa saya 
jadi pelaut, kenapa saya juga jadi Pasukan 
Katak dan Denjaka  karena disitu ada karakter 
psikologi, kecepatan dalam mengambil 

keputusan dan mengatur ego,” tegasnya. 
Pengalaman tersebut menjadi bahan 
“pelajaran” yang diilustrasikan oleh Edi Sucipto 
kepada para taruna Akademi Angkatan Laut 
(AAL) saat dirinya menjabat sebagai Gubernur 
AAL. “Saya bilang ketika kamu (taruna) 
psikotes untuk penjurusan sebaiknya adalah 
kemampuan sendiri, tidak usah berpikir 
harus jadi pelaut. Dengan kemampuan diri 
sendiri, dan karakter yang ada pada diri 
pribadi masing-masing, maka akan menjadi 
kemudahan dalam menjalani profesi sebagai 
prajurit sesuai dengan korpsnya kelak, karena 
ketika saya mengalami malfunction atau 
seorang Fighter harus Eject dari pesawatnya, 
dia tidak akan bisa Tanya Orang tuanya, 
gurunya, termasuk Gubernur sekalipun” tegas 
pria yang menjabat Gubernur AAL periode 
2019-2020.

Edi Sucipto memiliki pengalaman yang 
relatif lengkap, pernah berdinas di Kapal 
Perang, Pasukan Khusus, Intelijen, Operasi, 
Komandan Pangkalan, Staff dan Lembaga 
pendidikan. baik darat, laut, dan udara. “Jadi 
kalau kita ingat pekerjaan (Istilah Presiden 
RI pertama, Ir. Soekarno) bilang vivere 
pericoloso, yang mepet-mepet bahaya itu 
semua sudah pernah dan banyak saya 
kerjakan. Walaupun hakikinya saya seorang 
pelaut, dan walaupun basic saya seorang 
pelaut tapi saya punya pengalaman operasi 
tempur di darat, operasi Intelijen yang mungkin 
tidak banyak seorang pelaut rasakan,” 
ucap pria yang merupakan alumni Program 
Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 21 
Lemhannas RI tahun 2017. 

Dirinya menyadari bahwa apa yang dicapainya 
hingga titik ini tidak terlepas dari dukungan 
keluarga, terutama sang Ibu yang kini sudah 
almarhum. Menurut Edi Sucipto, doa dan restu 
ibunya lah yang mengantarkan dirinya hingga 
kini bisa menjadi seorang Laksamana Muda. 
Sepanjang perjalanan karir militernya, sejak 
pendidikan taruna, Kopaska, Denjaka hingga 
menjadi Atase Pertahanan Laut Indonesia di 
Malaysia, senantiasa meminta restu kepada 
sang Ibu. “Yang harus kita catat adalah 
kesuksesan itu relatif, tapi yang jelas saya 
mensyukuri, bisa sampai disini merupakan 
satu rizki yang sangat luar biasa dari Yang 
Maha Kuasa dan justru dari perjalanan hidup 
ini, iman saya semakin kuat bahwa doa orang 
tua khususnya ibu itu sangat dekat diijabah 
dari Yang Maha Kuasa,” ucapnya. 

Berbekal berbagai pengalaman penugasan 
operasi dan intelijennya, Edi Sucipto 
memutuskan untuk menjalani karir intelijen 
menjadi Atase Pertahanan Laut Indonesia di 
Kuala Lumpur selama tiga tahun. “Kebetulan 
waktu itu yang dengan dari Angkatan Udara 
adalah Bapak Kasau, Pak Fajar, dan dari 
Angkatan Darat yaitu sekarang menjadi 
koorsahli KASAD sekarang, Pak Afini dan 
Sahabat Haji saya Mayjen TNI Achmad Riad, 
Tajar Geografi,” ujar Edi Sucipto yang menjadi 
atase Angkatan Laut Republik Indonesia sejak 
tahun 2009-2012.

Keputusan untuk menjadi seorang atase 
pertahanan menurutnya adalah sebuah 
titik balik dan pilihan dalam perjalanan karir 
Edi Sucipto menjadi seorang prajurit TNI. 
Dirinya mengakui bahwa jenjang karir yang 
dijalaninya terkesan abnormal, dimana 
seorang Pelaut justru cukup banyak berkarir di 
luar kecabangannya. “Jadi ketika saya Letnan 
hingga Mayor, saya bertugas tidak normal 
seperti layaknya seorang Perwira Pelaut, 
yang perjalanan karirnya di kapal, dari mulai 
dilahirkan, meniti karirnya sesuai dengan 
jenjang nya di kapal, walaupun akhirnya juga 
pernah berkesempatan empat kali Komandan 
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KRI.  “Hidup Pilihan, Atase Pertahanan jadi 
pilihan di masanya, karena latar belakang 
penugasan sebelumnya menjadi pertimbangan 
saya,” ungkap pria yang pernah menjadi 
komandan di KRI Sibolga-536, KRI Tjut 
Nyak Dien-375, KRI Pandrong-801 dan KRI 
Silaspapare-386.

Hernewati, istri yang pertama kali dijumpai 
tiga dasawarsa yang lalu, merupakan salah 
satu sosok yang mendampingi Edi Sucipto 
melewati pahit manis perjalanan panjang karir 
militernya. Bersama sang istri yang seorang 
dentist, kini Edi Sucipto telah dikaruniai tiga 
orang buah hati. Anak pertamanya diberi 
nama Rizki Muhammad Yusuf Ismail, anak 
kedua Fatimah Amanda Talita Nabilah, dan 
anak ketiga ketiga Ahmad Wahyu Sucipto. 
Menurut Edi Sucipto, anak kedua, Fatimah 
Amanda Talita Nabilah adalah “anak spesial” 
bagi dirinya karena lahir di hari, tanggal, dan 
bulan yang sama dengannya dan terlahir  
ketika Edi Sucipto sedang di medan operasi 
sebagai Komandan Tim dan nama itu saya 
berikan dari daerah operasi. Saat dihadapkan 
pada pilihan menemani istrinya melahirkan 
atau menuntaskan kewajibannya sebagai 
seorang prajurit, dirinya memilih untuk tetap 

melanjutkan tugasnya. “Komandan satgas 
saya tanya, saya jawab nggak, karena 
saya punya anak buah yang sedang ada di 
lapangan, saya nemani bapak saja di sini dan 
nemani anak buah,” tegasnya. 

Selain sebagai bentuk integritasnya hal 
tersebut merupakan bentuk keyakinannya 
bahwa semua perjalanan hidupnya sudah 
diatur oleh Yang Maha Kuasa dan tidak ada 
sesuatu yang kebetulan. “Supaya kita bisa 
menerima apapun yang terjadi kepada kita 
itu sudah kehendak Yang Maha Kuasa, jadi 
kita nggak perlu harus merasa salah, merasa 
sedih, merasa gembira yang terlalu berlebihan 
karena hakikatnya Tuhan memberikan sesuatu 
itu sudah terukur dan tidak pernah salah, pasti 
itu,” tuturnya.

Menurut Edi Sucipto, Indonesia sebagai 
negara yang memiliki puluhan ribu pulau 
dengan berbagai keanekaragaman di 
dalamnya memberikan konsekuensi dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. “Konsekuensi dari kita hidup di 
negara kepulauan ini, Indonesia memiliki 
keragaman yang luar biasa, akan suku 
bangsa,  budaya, bahasa, agama dan 

keragaman ini kalau tidak dirawat dengan 
baik maka bisa menjadi potensi perpecahan, 
sebalik jika kita manage dengan baik maka 
dapat dapat menjadi sesuatu yang luar biasa” 
ujar Deputi Kebangsaan yang dilantik pada 11 
Juli 2022 silam. Menurutnya sangat penting 
untuk menjaga persatuan dan kesatuan di 
Negara yang memiliki keragaman ini. Dengan 
melihat kembali perjalan panjang bangsa 
Indonesia. ”Kita punya sejarah kerajaan-
kerajaan di Indonesia ini “hancurnya” karena 
devide et impera, karena diadu domba, dan 
potensi adu domba itu sangat besar untuk 
Indonesia yang punya keragaman,” tegasnya.

Edi Sucipto pun mengakui bahwa dalam 
menjaga dan merawat persatuan dan 
kesatuan bangsa bukanlah hal yang mudah. 
Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi bersama 
dalam memahami dan mengamalkan 
semangat yang terkandung dalam Empat 
Konsensus Bangsa. “Harapan kita kedepan, 
menjaga persatuan kesatuan bukan hanya 
tugas pokoknya Lemhannas RI, tapi seluruh 
anak bangsa ini ikut menjaga itu semua, 
terlebih di era digital seperti sekarang dimana 
berbagai pengaruh dan nilai kehidupan 
mampu mempengaruhi di dunia yang seakan 
sudah borderless” ucapnya. Maka sebagai 
Deputi Kebangsaan Lemhannas RI, dirinya 
berupaya agar Program Pemantapan Nilai-
Nilai Kebangsaan menjadi satu program 
prioritas yang dijalankan oleh pemerintah perlu 
lebih massive. “Dari animo masyarakat yang 
ingin tahu bagaimana menjaga persatuan 
kesatuan melalui nilai-nilai kebangsaan itu 
saya melihat begitu besarnya,” jelas Edi 
Sucipto. 

Hingga kini, berbagai lapisan masyarakat 
telah memberikan feedback yang positif dari 
berbagai kegiatan Program Pemantapan Nilai-
Nilai Kebangsaan yang terhitung sejak tahun 
2006 setidak sudah sekitar 17 ribu alumni. 
“Sebuah hal yang patut disyukuri mengingat 
masih tumbuhnya generasi yang sadar bahwa 
betapa pentingnya merawat persatuan dan 
kesatuan dengan pengamalan nilai-nilai 
kebangsaan, dan kita yang hidup sekarang 
ini belum tentu selalu bisa menyiapkan 
masa depan untuk generasi muda, tapi kita 
harus yakin bisa menyiapkan generasi untuk 
menghadapi masa depan salah satunya 
melalui kegiatan kedeputian kebangsaan” 
pungkas Edi Sucipto.
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Lahir dan besar di Tegal, Mohamad 
Ilham Sunjoyo atau yang akrab 
dipanggil Ilham mengungkapkan 
bahwa dirinya pernah bercita-cita 

menjadi seorang profesor di bidang teknik. 
Namun, seiring berjalannya waktu, ia justru 
menekuni dunia keuangan sejak dirinya 
diterima menjadi Mahasiswa Politeknik 
Keuangan Negara STAN di tahun 2015.

“Sejak remaja, saya memproyeksikan diri 
untuk menjadi seorang insinyur yang bisa 
membuat beberapa karya di bidangnya, 
sebagaimana yang dilakukan Bapak B.J. 
Habibie,” jelasnya. Meskipun tak sesuai 
dengan cita-cita remajanya, namun  masih ada 
kemungkinan baginya untuk menjadi seorang 
profesor di bidang keuangan sehingga tetap 
dapat memberikan manfaat bagi banyak 
orang.

Dibesarkan di tengah keluarga pedagang, 
Ilham mengaku dirinya dituntut untuk selalu 
bekerja keras dan kreatif dalam setiap 
usaha yang dilakukan sejak remaja. Ilham 
yang menekuni hobi sepakbola dan atletik, 
pernah memenangkan beberapa kejuaraan 
di bidang atletik di tingkat kota maupun 
provinsi. “Bagi saya, memenangkan setiap 
kompetisi merupakan tantangan tersendiri dan 
mempunyai filosofi bahwa sebagai manusia 
harus selalu menjadi yang terbaik,” ujarnya.

Sejak tahun 2018, setiap lulusan STAN 
diproyeksikan untuk berperan aktif dalam 
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan 
di semua Kementerian atau Lembaga di 
Indonesia, tak terkecuali dirinya. Semangat 
itulah yang selalu ia bawa selama mengabdi 
sebagai ASN di Lemhannas RI. 

Baginya, Lemhannas RI mempunyai keunikan 
dalam kultur organisasi yang membuatnya 
berbeda dengan Kementerian atau Lembaga 
lain. Dari segi personel, kemajemukan di 
Lemhannas sangat kompleks, dari anggota 
TNI, anggota POLRI, ASN, Jaksa dan 
Para ahli di bidang ketahanan Nasional. 
Kemajemukan itulah yang menjadi nilai 
tambah baginya, untuk dapat belajar banyak 
dari berbagai perspektif keilmuan di Negeri ini. 
“Hal ini sejalan dengan keinginan saya untuk 
menjadi ilmuwan atau ahli di bidang keuangan 
dengan perspektif yang lebih luas,” jelasnya.

Dalam hidup, prinsip kejujuran dan “Kasih 
Terima” selalu ia pegang. Kejujuran, jelasnya, 
merupakan pondasi awal untuk meningkatkan 
kepercayaan orang lain terhadap diri kita. 
“Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, 
apabila tidak jujur, tidak bisa memegang 
prinsip integritas dalam bekerja maupun 
bertindak, maka kepercayaan orang kepada 
diri kita akan hilang. Sedangkan kepercayaan 
itulah yang sebenarnya menjadi pokok utama 
dalam kesuksesan kita,” terangnya.

Sedangkan prinsip hidup ‘Kasih Terima”, 
bukan “Terima Kasih”, memiliki arti yang 
mendalam bagi dirinya. “Apabila kita ingin 
mendapatkan lebih, maka kita harus memberi 
lebih. Perbanyak bantu orang, dalam bentuk 
dan cara apapun, karena dengan itu, semua 
keinginan kita akan tercapai dan terpenuhi 
dengan sendirinya. Bukan sebaliknya, kita 
ingin banyak menerima, tapi kurang dalam 
memberi.” tuturnya.

Sikap itulah yang selalu dipegang dalam 
menjalani tugasnya sebagai abdi negara. 
Menurutnya, abdi negara merupakan seorang 

yang telah memutuskan untuk menjadi abdi 
atau pelayan bagi negara. “Tidak ada alasan 
apapun ketika sudah menjadi abdi negara, 
kemudian tidak mau berkontribusi lebih untuk 
negara. Sebagaimana yang telah dikatakan 
oleh John F. kennedy, "Jangan tanyakan 
apa yang telah Negara berikan padamu, tapi 
tanyakan apa yang telah kau berikan pada 
Negaramu,” jelasnya.

Maka dari itu, keikhlasan menjadi nilai dasar 
pengabdian bagi Ilham. “Dengan adanya rasa 
ikhlas, kita dapat memberikan sepenuh hati 
kepada negara ini tanpa banyak tuntutan yang 
justru akan menghambat kinerja kita,” katanya.

Di akhir wawancara, Ilham berharap, 
Lemhannas RI dapat menjadi institusi 
yang mendunia. Untuk mewujudkannya, 
menurutnya dapat dimulai dari setiap 
organik yang ada di Lemhannas. “Kita perlu 
bekerja secara profesional serta mampu 
menyelesaikan semua tugas dan fungsinya 
dengan sebaik mungkin. Hal itu dapat tercapai 
apabila kompetensi setiap pegawai menjadi 
perhatian utama. Karena sejatinya, organisasi 
yang besar harus diisi oleh kumpulan orang-
orang yang kompeten,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, sebagai institusi 
pendidikan tingkat nasional, sudah seharusnya 
sudah seharusnya para pegawainya memiliki 
kompetensi dengan tingkat Nasional, atau 
bahkan Internasional. “Peningkatan kualitas 
dan kapabilitas pegawai harus termanajemen 
dengan baik dan integral. Jangan sampai 
organisasi tidak mampu memfasilitasi 
kemampuan terbaik yang ada di setiap 
pegawai,” pungkasnya.

Kasih Terima Bukan Terima Kasih
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Dalam keterangan pers bersama 
para menteri di Istana Merdeka, 
Jakarta, pada Sabtu, 3 September 
2022, Presiden Joko Widodo 

menyampaikan bahwa pemerintah telah 
memutuskan untuk mengalihkan sebagian 
subsidi dari bahan bakar minyak (BBM) 
untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. 
Presiden mengatakan, beberapa jenis BBM 
yang selama ini mendapatkan subsidi akan 
mengalami penyesuaian harga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) Arifin Tasrif mengumumkan 
bahwa terhitung mulai hari Sabtu, tanggal 
3 September 2022, pukul 14.30 WIB, 
Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan 
harga BBM antara lain Pertalite dari Rp7.650 
per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar 
Bersubsidi dari Rp5.150 per liter menjadi 
Rp6.800 per liter, dan Pertamax (Non-Subsidi) 
dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per 
liter.

Kepala Negara menuturkan bahwa pemerintah 
telah berupaya untuk melindungi masyarakat 
dari kenaikan harga minyak dunia melalui 
subsidi BBM. Namun, Presiden menyebut 
bahwa kompensasi BBM tahun 2022 telah 
meningkat tiga kali lipat.

“Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati 
oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu 
pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang 
negara itu harus diprioritaskan untuk memberi 
subsidi kepada masyarakat yang kurang 
mampu,” ujar Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden mengatakan bahwa 
pemerintah akan menyalurkan bantuan 
yang lebih tepat sasaran, yaitu melalui 
Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang 
akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga 
yang kurang mampu. Selain BLT BBM, 
Presiden melanjutkan, pemerintah juga telah 
menyiapkan anggaran untuk bantuan subsidi 

upah yang diberikan kepada pekerja dengan 
gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi telah 
menginstruksikan pemerintah daerah untuk 
menggunakan anggaran sebesar 2 persen 
dari dana transfer umum salah satunya untuk 
bantuan sektor transportasi.

Dana tersebut, lanjut Presiden, dapat 
digunakan pemda untuk memberikan bantuan 
sosial kepada masyarakat yang terdampak 
akibat penyesuaian BBM, seperti nelayan, 
tukang ojek, hingga para pelaku usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM). Dalam bidang 
transportasi, pemda juga dapat membantu 
transportasi umum yang mengalami kenaikan 
tarif.

Presiden juga mewanti-wanti para kepala 
daerah untuk waspada terhadap inflasi, 
utamanya yang berkaitan dengan harga 
pangan karena pangan berkontribusi cukup 
besar terhadap kemiskinan di daerah. Apabila 
harga pangan naik, Presiden menyebut 
kemiskinan di daerah juga akan ikut naik.

“Utamanya itu beras sebagai komponen 
utama. Jadi hati-hati kalau harga beras di 
daerah Bapak, Ibu sekalian itu meskipun 
hanya Rp200 atau Rp500 (naik), segera 
diintervensi karena itu menyangkut kemiskinan 
di provinsi, di kabupaten, dan di kota Bapak, 
Ibu pimpin. Itu akan langsung bisa naik angka 
kemiskinannya,” tandasnya.

Kemudian Wakil Menteri Keuangan 
(Wamenkeu) menyatakan bahwa pemerintah 
akan terus memperhatikan dampak dari 
penyesuaian harga BBM di masyarakat. 
Pemerintah memberikan dukungan melalui 
berbagai tambahan bantuan sosial dalam 
bentuk pengalihan kebijakan subsidi agar 
dampak dari kenaikan harga BBM tersebut 
tidak membebani masyarakat. Selain itu, 
Pemerintah juga tetap optimis bahwa 
pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga.

Pengalihan Subsidi BBM

Sumber: presidenri.go.id
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Ratu Elizabeth II wafat di Balmoral pada 
Kamis (8/9/2022) waktu setempat 
di usia 96 tahun. Ia telah berkuasa 
selama 70 tahun sejak naik takhta 

menggantikan posisi ayahnya pada tahun 1952.

Mendiang Ratu Elizabeth II disemayamkan 
di Westminster Hall, menjelang pemakaman 
kenegaraan pada Senin, 19 September 2022. 
Ruang melayat disediakan selama 24 jam 
sampai Senin (19/9) bagi khalayak umum yang 
ingin memberi penghormatan terakhir.

Ratu Elizabeth II dimakamkan di Kapel St. 
George di Kastil Windsor, di mana orang 
tuanya, saudara perempuannya, dan suaminya, 
Pangeran Philip, dimakamkan.

Setelah kematian Ratu Elizabeth II, putra dan 
pewaris tertuanya, Pangeran Charles menjadi 
Raja Charles III dan istrinya Camilla Parker 
Bowles menjadi Permaisuri.

Beberapa anggota Keluarga Kerajaan juga 
turut mengalami perubahan gelar. Raja Charles 
III menganugerahkan William gelar Prince of 
Wales dan istrinya Kate gelar Princess of  Wales. 
Kemudian anak-anak dari William dan Kate juga 
menerima gelar baru. George menjadi Prince 
George from Wales, Louis menjadi Prince Louis 
from Wales, dan Charlotte menjadi Princess 
Prince George from Wales.

Raja Charles III secara resmi ditetapkan sebagai 
pengganti Ratu Elizabeth II di Istana St. James 
pada 10 September 2022 di depan Badan 
Penobatan, Accession Council.

Dalam pidatonya, Raja Charles III 
menyampaikan rasa sedih yang mendalam 
kepada seluruh warga dan bersumpah 
melanjutkan janji ibunya untuk mengabdi seumur 
hidupnya.

“Seperti Ratu yang terus berdedikasi terhadap 
tugasnya, sekarang, saya juga bersumpah 
sepanjang hidup yang diberikan Tuhan kepada 
saya, saya akan menjunjung tinggi prinsip 
konstitusi yang menjadi jantung bangsa ini,” 
ungkapnya.

Dikutip dari BBC News, Raja adalah kepala 
negara Britania Raya. Namun kekuatannya 
hanya simbolis dan tetap netral secara politik. 
Saat ini, Raja Charles memimpin 14 negara 
Persemakmuran.

Biasanya, Perdana Menteri akan bertemu 
dengan Raja setiap hari Rabu di Istana 
Buckingham untuk menyampaikan penjelasan 
mengenai isu di pemerintahan. Pertemuan 
ini tidak resmi, dan tidak ada catatan resmi 
mengenai apa yang dibicarakan.

Raja juga memiliki sejumlah fungsi 
parlementer, yaitu mengangkat sebuah 
pemerintahan dan membubarkan 
pemerintahan sebelumnya setelah pemilihan 
umum, melaksanakan upacara pembukaan 
Parlemen, dan menyetujui undang-undang 
yang disahkan melalui Parlemen.

Selain itu, Raja akan menjamu kepala negara 
yang berkunjung dan bertemu dengan para 
duta besar asing dan komisaris tinggi yang 
berada di Inggris. Raja juga akan memimpin 
acara peringatan tahunan Remembrance 
untuk mengenang orang-orang yang tewas 
dalam peperangan pada bulan November di 
Cenotaph, London.

Selain tugas pemerintahan yang diwariskan 
kepada Raja Charles III, terdapat berbagai 
perubahan berkaitan dengan status ratu 
sebagai simbol pemerintahan Inggris. Lagu 
kebangsaan Inggris yang selama ini berjudul 
“God Save the Queen” menjadi “God Save 
the King”. Gambar Raja Charles III akan 
menggantikan gambar Ratu Elizabeth II pada 
prangko baru Royal Mail, uang kertas Bank 
of England. Kemudian kata-kata pada paspor 
Inggris akan diganti dari “Her Majesty” menjadi 
“His Majesty”.

Charles III,
Raja Baru 
Inggris

Foto. CHRIS LEVINE/ROB MUNDAY © JERSEY HERITAGE TRUST

Foto. detikcom
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Harimau sumatra merupakan 
satwa endemik asli Indonesia. 
Bagian dari keluarga kucing 
atau Felidae ini mendiami 

Pulau Sumatra. Nama latinnya adalah 
Panthera tigris sumatrae dan kemudian 
direvisi berdasarkan taksonominya 
pada 2017, digolongkan sebagai 
Panthera tigris sondaica. Harimau 
sumatra merupakan yang terakhir masih 
bertahan hidup di tanah air setelah 
punahnya harimau jawa (Panthera tigris 
sondaica) dan harimau bali (Panthera 
tigris balica). 

Mamalia Sumatra ini punya ukuran 
tubuh paling kecil di antara subspesies 
sejenis yang masih bertahan di seluruh 
dunia. Beratnya sekitar 91-140 kilogram 
dengan panjang 198--250 sentimeter. 
Seperti dikutip dari website World 
Wild Fund Indonesia, warna kulit 
harimau sumatra paling gelap di antara 
sesamanya. Penglihatannya 30 kali 
lebih tajam dari manusia dan mampu 
mendengar suara hingga jarak 10 
kilometer.

Sayangnya, dengan semua kelebihan 
itu harimau sumatra justru menjadi 

satwa paling rentan punah di Pulau Sumatra. 
Di Pulau Sumatra, keberadaan mereka 
terpantau dalam 22 lanskap habitat, yakni 
kecil, sedang, dan besar dengan populasi 
antara 1-180 ekor. Badan Konservasi Alam 
Internasional (IUCN) telah memasukkan 
harimau sumatra sebagai satu dari 25 
satwa endemik Indonesia yang terancam 
punah dengan status kritis (Critically 
Endangered/CE). Pemerintah juga telah 
mencantumkannya dalam daftar hewan 
dilindungi seperti disebutkan di dalam 
Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya.

Menurut Direktur Jenderal Konservasi 
Sumber Daya Alam dan Ekosistem 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kelautan Wiratno, populasi hewan ini tinggal 
604 ekor.

Oleh karena itu, sebagai upaya konservasi 
satwa endemik Sumatra tersebut, Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam Sumbar 
bersama pemerintah daerah menggagas 
dibentuknya nagari ramah harimau. 
Dipilihnya Sumbar karena wilayah ini 
harimau sumatra mendapat tempat tersendiri 
di dalam masyarakat adat Minangkabau, 

suku terbesar di ranah Minang. Mereka 
percaya kalau harimau adalah penjaga 
kampung dan makhluk terhormat dan 
tidak boleh diganggu.

Ada sapaan khusus untuk harimau, yaitu 
inyiak karena sosoknya yang dianggap 
berwibawa, ditakuti serta terpandang. 
Mantan Gubernur Sumbar Irwan 
Prayitno sempat berujar bahwa harimau 
sumatra sudah dianggap sebagai 
sebuah simbol budaya dan bagian 
tak terpisahkan dalam sisi kehidupan 
masyarakat Minangkabau.

Di nagari ramah harimau itu Kepala 
BKSDA Sumbar mengajak para pemuda 
membentuk Patroli Anak Nagari 
(Pagari). Pagari ini diberi pengetahuan 
soal berinteraksi dengan harimau, 
melakukan patroli hutan, dan memahami 
pengambilan sampel darah secara 
sederhana.

Dengan adanya edukasi tersebut 
pihaknya berharap masyarakat dapat 
secara mandiri melakukan penanganan 
awal dari kemungkinan munculnya 
konflik harimau dengan manusia. 
Sehingga masyarakat dapat hidup 
berdampingan dengan harimau sumatra.
Sumber: indonesia.go.id

Populasi harimau sumatra saat ini tinggal 604 ekor, sebanyak 234 ekor 
hidup di habitat alam liar Pulau Sumatra dan 370 ekor sisanya berada 
di kawasan konservasi.

NAGARI
PENYELAMAT Si Inyiak
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Salah satu tarian tradisional dari 
Papua Barat adalah tari Aniri. 
Tarian ini berasal dari daerah Distrik 
Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua 

Barat.

Tarian sakral ini menggambarkan 
pembebasan pembebasan seorang anak dari 
gangguan setan setelah ditelantarkan oleh 
kedua orang tuanya yang pergi ke dusun.

Tarian tersebut dibawakan secara 
berkelompok oleh penari laki-laki dan wanita, 
serta dilakukan pada sore atau malam hari.

Dilansir dari situs gramedia.com, susunan 
tarian ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu 
bagian orang tua, anak kecil yang tinggal 
sendirian di rumah. Lalu di bagian ketiga ada 
adegan roh jahat yang mendatangi anak kecil 
di rumah. Bagian keempat orang tua yang 
datang mencari anaknya.

Setelah kedua orang tuanya bertemu dengan 

anaknya yang telah dibebaskan dari kuasa 
setan, mereka lalu mengikuti para pembebas.

Setidaknya, terdapat tiga gerakan khusus 
dalam tarian ini yang menjadi pembeda dari 
tarian adat Papua lainnya, yaitu wae ndi 
(gerakan yang melindungi anak dari gangguan 
setan), aniri ndi (gerakan memberi makan 
setan agar mau melepaskan anaknya), dan 
wapa (gerakan proses pembebasan anak dari 
kekuasaan setan).

Sedangkan Tari orok merupakan tarian 
tradisional khas masyarakat Suku Tehit yang 
tinggal di Distrik Sawiat, Sorong, Papua Barat.

Dilansir dari situs kemdikbud.go.id, tarian ini 
dianggap memiliki derajat lebih tinggi dari 
tarian tradisional lainnya. Tarian dan nyanyian 
orok berkembang dalam budaya suku bangsa 
Tehit yang tinggal di distrik Sawiat.

Syair lagu dalam tarian orok, berisikan 
pujian atau mazmur. Berdasarkan Informasi 

Tari Aniri dan Orok

di lapangan nyanyian orok diciptakan oleh 
moyang yang bernama “Semit Bolo Majefak.

Suku Tehit memiliki tiga jenis tarian, yaitu 
orok, dirkehen, dan say kohok. Tarian tersebut 
dimainkan tanpa alat musik untuk mengiringi. 
Tarian ini mengandalkan suara atau irama 
lagu atau nyanyian yang dilantunkan oleh 
pemimpin tarian. Lantunan itu kadang-kadang 
akan dibalas oleh peserta lainnya atau penari 
lainnya.

Lalu, perbedaan dari ketiga jenis tarian 
tradisional itu ada pada syair lagu, momen 
pentas dan irama hentakan kaki. Tari orok 
biasanya dimainkan saat upacara adat, 
tarian dirkehen biasanya ditarikan pada saat 
peresmian rumah adat kehen, sedangkan 
tarian say kohok biasanya ditarikan pada saat 
pembayaran mas kawin, pada rumah adat 
yang disebut mbol atau bol kehen. Lagu-lagu 
orok yang diciptakan atau disyairkan biasanya 
terinspirasi dari keadaan dan kondisi alam.

Warisan Budaya Masyarakat 
Papua Barat
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SUARA PESERTA

Disiplin 
Menuntut 
Kesehatan 
Mental dan 
Fisik yang 
Prima
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Program pendidikan Reguler Angkatan 
64 (PPRA 64) Lemhannas RI saat 
ini sudah mulai memasuki tahapan 
akhir. Peserta PPRA 64 disibukkan 

dengan jadwal kegiatan pendidikan yang 
semakin padat. Salah satunya adalah kegiatan 
Studi Lapangan Isu Strategis Nasional 
(SLISN) yang mengharuskan para peserta 
PPRA 64 mengunjungi beberapa provinsi di 
Indonesia yaitu Provinsi Bangka Belitung, 
Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur dan 
Papua. 

Hal tersebut menuntut peserta PPRA 64 
untuk tidak hanya fokus pada setiap kegiatan 
pendidikan, namun juga menjaga kesehatan 
diri. Salah satu peserta PPRA 64, Prof. 
Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc. 
juga merasakan hal tersebut. ”Kesan yang 
saya rasakan adalah tuntutan akan disiplin 
dan penyelesaian tugas-tugas yang ketat  
sehingga harus memiliki kekuatan mental 
dan fisik yang prima selama tujuh bulan,” 
ungkapnya.

Pria yang menjabat sebagai Dekan 
Fakultas Hukum Universitas Negeri 
Jenderal Soedirman periode 2017-2021 
ini mengatakan bahwa pendidikan di  
Lemhannas RI ini tergolong unik dari 
segi pengajar, peserta didik, metode 
pembelajaran serta luas multi disiplin. 
Prof. Ade menuturkan bahwa dirinya 
merasa puas serta dapat mengambil 
manfaat yang luar biasa dari 
Pendidikan yang secara struktural 
berada langsung dibawah Presiden 
ini.

Dengan mengikuti  pendidikan di 
Lemhannas RI, Prof. Ade yakin 
akan mampu lebih memahami 
makna berbangsa dan bernegara 
dengan aspek astagatra secara 
utuh. pendekatan keilmuan secara 

teoritis maupun praktik yang didapat 
saat mengikuti pendidikan di Lemhannas 
RI juga dinilai dapat diaplikasikan oleh 
para peserta PPRA 64 sebagai calon 
pemimpin. Bagi institusi asal peserta, 
Prof. Ade mengatakan pendidikan 
di Lemhannas RI ini dapat dijadikan 
sebagai peningkatan sumber daya 
manusia.

Adanya kemajemukan  latar belakang 
profesi, institusi dari ASN, TNI, dan Polri 
dengan akar budaya yang multikultural 
namun solid dan harmonis memberikan 
kesan yang mendalam bagi Prof. Ade. 
Lebih lanjut, Prof. Ade menuturkan 
bahwa PPRA 64 berjalan dengan baik 
dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 
Selain itu, metode pembelajaran juga 
hampir seluruhnya dilakukan secara 
tatap muka.

Lemhannas RI, jelas Prof. Ade, sudah 
seharusnya melakukan penguatan 
institusi dengan peningkatan kapasitas 
tenaga pengajar yang terdiri dari 
tenaga pengajar, tenaga profesional 
dan tenaga pengkaji serta lebih selektif 
dalam penerimaan peserta didik 
dengan disertai sarana dan prasarana 
yang memadai. Dari segi narasumber, 
jelasnya, Lemhannas RI harus lebih 
selektif dengan TOR yang relevan 
dengan kebutuhan pedagogis lembaga. 
Kehadiran peserta mancanegara dinilai 
Prof. Ade juga akan menjadi nilai 
tambah akreditasi dan rekognisi institusi.

Prof. Ade berharap Lemhannas RI dapat 
menjadi rujukan dari berbagai negara. 
“Saya berharap Lemhannas RI dapat 
menjadi rujukan dalam studi ketahanan 
nasional dari berbagai negara yang 
profesional, kredibel, dan diakui dunia,” 
pungkasnya. 
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Lemhannas RI persiapkan Peserta Pendidikan 
menjadi pemimpin “Lembayung”

Program Pendidikan Reguler 
Lemhannas RI bertujuan untuk  
membentuk pemimpin yang 
memiliki kemampuan strategis 

dalam mengantisipasi  dan mengatasi 
kritis bdalam negeri, ancaman regional 
maupun inernasional secara utuh, 
menyeluruh, terpadu bersadarkan 
kosntitusi  wawasan nusantara, 
ketahanan nasional. Hal tersebut juga 
dirasakan oleh salah satu peserta 
Program Pendidikan Reguler Angkatan 
64 (PPRA 64) Dr(c) Margaretha Retno 
Daru Dewi, AMK, S.Psi, M.Si selama 
mengikuti pendidikan di Lemhannas RI. 

Ibu dari tiga anak yang menjabat 
sebagai Kepala BNNK Sukabumi ini 
mengatakan bahwa Pendidikan ini 
mempersiapkan peserta untuk menjadi 
pemimpin nasional, tidak hanya 
pengetahuan dan keterampilan, namun 
juga attitute dan jiwa kepemimpinan. 
“Peserta dipersiapkan bagaimana 
menjadi pemimpin dengan kemampuan 
strategi untuk diaplikasikan kepada 
organisasi, negara, dan bangsa juga 
secara global,” ucapnya.

Manfaat lain yang dirasakan oleh 
PNS yang telah mengabdi selama 
17 tahun ini adalah Lemhannas RI 
mempersiapkan para peserta untuk 
menjadi pemimpin Lembayung. 
“Lemhannas RI mempersiapkan para 
peserta untuk menjadi pemimpin 
lembayung yaitu pemimpin yang 
memiliki ketenangan dalam bertindak 
untuk selalu tenang sebagai pemimpin 

nasional,” jelasnya.  Selain itu, mengikuti 
pendidikan regular bermanfaat dalam 
pengembangan jejaring dan penambahan 
persaudaraan antar peserta PPRA 64.

Selain itu, Dr(c) Margaretha merasa sangat 
bersyukur dapat mengikuti pendidikan reguler 
angkatan 64 ini. “Lemhannas RI adalah 
Pendidikan yang luar biasa. Saya sangat 
bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini. Sebuah 
kegiatan yang sebelumnya dirasakan mustahil 
bisa diikuti,” ungkapnya.

Walaupun sempat mengalami burnout dan 
kelelahan saat mengikuti pendidikan, Dr(c) 
Margaretha dapat menikmati proses yang ada 
dari e-learning, outbond, malam perkenalan, 
seminar, Diskusi Kelompok, SSDN, 
SLISN, tugas-tugas yang diberikan, hingga 
persaudaraan, canda dan lelucon-lelucon 
serta pengalaman dari sesama peserta.

Dr(c) Margaretha juga mengapresiasi 
penyelenggaraan pendidikan sudah sangat 
baik. Hanya saja, dirinya menyarankan 

agar kedepannya, Lemhannas dapat 
menyelenggarakan program pendidikan 
sesuatu dengan aturan, tidak hanya sesuai 
kebiasaan. Di akhir wawancara, Dr(c) 
Margaretha berharap Lemhannas RI untuk 
selalu menjaga dan meningkatkan kualitas 
pendidikan. “Perencanaan, pelaksanaan 
dan evaluasi selalu dilakukan secara terus 
menerus,” pungkasnya.

SUARA PESERTA
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Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 
atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 pada Kamis (30/6/2022), di 
Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

1

Pusat Laboratorium Lemhannas RI melakukan Diseminasi Sistem Pengukuran Ketahanan 
Nasional pada Rabu dan Kamis, (29–30/6/2022) di Provinsi Maluku Utara. 

2

Peningkatan Kapasitas Personel Lemhannas RI dalam rangka Making Indonesia 4.0 Tahun 
2022 resmi ditutup secara resmi oleh Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto pada Selasa 
(28/6/2022) di Gedung Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI.

3
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Penataran Istri/Suami peserta Program 
Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 
63 Lemhannas RI dibuka oleh Gubernur 
Lemhannas RI Andi Widjajanto pada senin 
(8/8/22), di Ruang Dwi Warna Purwa, Gedung 
Pancagatra, Lemhannas RI.

4

Lemhannas RI membuat Nota Kesepahaman 
dengan Foreign Policy Community of Indonesia 
(FPCI) yang ditandatangani langsung oleh 
Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto 
dan Ketua FPCI Dr. Dino Patti Djalal pada 
Kamis (28/7/22), di Ruang Nusantara, Gedung 
Trigatra, Lemhannas RI.

5

Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto 
menerima arahan dari Presiden RI Ir. H. Joko 
Widodo pada Selasa (19/7/22), di Istana 
Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat. Dalam 
kesempatan tersebut, Joko Widodo memberikan 
arahan kepada Lemhannas RI untuk melakukan 
kajian strategis dalam merespons dinamika 
geopolitik terkini.

6

4

5
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Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto 
menerima kunjungan Ketua Komisi Informasi 
Pusat Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., 
M.P.A. pada Kamis (1/9/22) di Ruang Tamu 
Gubernur, Gedung Trigatra Lemhannas RI. 

 

7

Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto 
memberikan ceramah mengenai “Anatomi 
Keamanan Nasional” kepada Peserta PPRA 64 
pada Senin, (12/9/22) di Ruang Kelas Bhinneka 
Tunggal Ika, Gedung Pancagatra Lantai 3, 
Lemhannas RI. 

8

Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. 
Drs. Purwadi Arianto, M.Si. berserta Deputi 
Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI 
Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. dan sejumlah 
tim pengkajian Lemhannas RI melakukan 
pendalaman materi kajian jangka panjang 
“Implementasi Green Economy dalam rangka 
Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional” 
selama tiga hari, dimulai Rabu (7/9/2022) di 
Sorowako, Sulawesi Utara. 

9

7

8
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